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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-04/BC/2017
TENTANG
FETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL

bahwa dalam rangka melaksanakan Kketentuan Pasal 27
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMEK.04/2016 tentang
Registrasi Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Direktur

Jenderal Bea dan Cukal tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi
Kepabeanan.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 4661);

2. Peraturan Menterl Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016
tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak
Pertambahan Nilal Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan/Atau
Bahan, Dan/Atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil
Dan Menengah Dengan Tujuan Elkspor;

4, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2016
tentang Hegistrasi Kepabeanan.



Menetapkan

MEMUTLUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomar
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006,

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajalk, yang
mempunyal hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang
diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak terkait wvaliditas
Nomor Pokok Wajib Pajak dan pemenuhan kewsajiban Wajib
Pajal.

Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang

melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah
pabean.

Eksportir adalah orang persecrangan atau badan hukum
yvang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah
pabean.

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya
disingkat PPJK adalah badan usaha vang melakukan
kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk
dan atas kuasa Importir atau Eksportir.
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Pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum,
kuasanya, atau pihak yang bertanggung jawab atas
pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang
dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan
pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang
diangkutnya.

Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara vang selanjutnya
disingkat Pengusaha TP3 adalah badan wusaha vang
mengusahakan bangunan dan/atau lapangan atau tempat
lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk
menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atan
pengeluarannya.

Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT
adalah Penyelenggara Pos yang memperoleh ijin usaha dari
instansi terkait untuk melaksanakan layvanan surat,
dokumen, dan paket sesuai peraturan perundang-undangan
di bidang pos.

Ahli Kepabeanan adalah orang yang memiliki pengetahuan
dan pemahaman tentang kepabeanan dan memiliki Sertifikat
Ahli Kepabeanan yang dikelusrkan oleh Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NFWP
adalah nomeor yang diberikar kepada Wajib Pajak sebagai
sarana dalam administrasi 1perpajakan yang dipergunakan
sebagal tanda pengenal diri ritau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pengguna Jasa adalahh Importir, Eksportir, PPJK,
Pengangkut, Pengusaha TPS, PJT dan pengguna jasa
kepabeanan lainnya vyeng askan melakukan pemenuhan
kewajiban pabean ke Dvirektoat Jenderal Bea dan Culai.



13.

14,

15.

16.

17
18.

19.

Akses Kepabeanan adalah akses yang diberikan kepada
Pengguna Jasa untuk berhubungan dengan sistem pelayanan
kepabeanan baik yang menggunakan teknologi informasi
maupun manual.

Pengguna Jasa Kepabeanan adalah Pengguna Jasa yang telah
mendapatkan Akses Kepabeanan.

Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran Yang
dilskukan oleh Pengguna Jasa ke Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai untuk mendapatkan Akses Kepabeanan.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban
pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan,
Direktur Jenderal adalah Direletur Jenderal Bea dan Culkai.
Direktur adalah Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang
evaluasi dan pelaksanaan registrasi kepabeanan.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk

melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang
Kepabeanan.

BABII
PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN

Pasal 2

(1) Pengguna Jasa yang akan melakukan pemenuhan kewajiban

(2l

pabean harus melakukan Registrasi Kepabeanan ke
Direktorat Jenderal Bea dan Cukal untuk diberikan Akses
Kepabeanan,

Dalam hal Pengguna Jasa belum mempunvai NPWP,
Pengguna Jasa harus mendaftarken diri untuk mendapatkan
NPWP ke Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dibidang perpajakan.



(3] Untuk Pengguna Jasa yang bertindak sebagai PPJK, selain
wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pengguna Jasa juga harus memiliki Ahli
Kepabeanan.

1]

(1)

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga
untuk Pengguna Jasa yang:

a.

memasukkan atau mengeluarkan barang ke dan dari
kawasan yang ditetapkan schagai kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas: atau
mengangkut orang ke dan dari kawasan yang
ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas.

Pasal 3

Ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan Registrasi

Kepabeanan dikecualikan terhadap Pengguna Jasa yang

melakukan pemenuhan kewajiban pabean impor yang
berkaitan dengan:

barang perwakilan negara asing dan badan
internasional beserta pejabatnya yang bertugas di
Indonesia;

barang pribadi penumpang, awak sarana penganglkut,
pelintas batas, dan barang kiriman;

barang pindahan;

hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal,
sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan
penanggulangan bencana alam;

barang untuk keperluan pemerintah pusat atau
pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan
U,

barang impor sementara;

barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan;
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barang untuk keperluan promosi;

obat-obatan dan  peralatan  kesehatan vang
menggunakan anggaran pemerintah;

barang ekspor yang diimpor kembali untuk keperluan
perbaikan, pameran, atau yang ditolak oleh pembeli di
luar daerah pabean dalam jumlah paling banyvak sama
dengan jumlah pada saat ekspor sesuai dengan
dokumen pemberitahuan pabean ekspor;

barang contoh yang tidak diperdagangkan; dan/atau
barang yang mendapatkan persetujuan impor tanpa
Angka Pengenal Importir.

Ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan Registrasi
Kepabeanan dikecualikan terhadap Pengguna Jasa yang

melakukan pemenuhan kewajiban pabean ekspor yang
berkaitan dengan:

.

barang perwakilan negara asing dan badan
internasional beserta pejabatnyva wyang bertugas di
Indonesia;

barang pindahan;

barang untuk keperluan ibadah umum, sosial,
pendidikan, kebudayaan, atau olahraga;

barang cindera mata;

barang contoh;

barang untuk keperluan penclitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan;

barang ekspor yang dilakukan oleh orang perseorangan
yang tidak untuk diperdagangkan, termasuk barang
yang diberitahukan tidak (engan menggunakan
dokumen pemberitahuan pabeai ekspor;

barang ekspor yvang akan diimpor kembali untuk
keperluan perbaikan atau pamersn; dan/atan

barang impor yang diekspor kembali (re-ekspor).
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(1)

(2)

Ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan Repistrasi

Kepabeanan dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean

berupa pemberitahuan rencana kedatangan sarana

pengangkut dan/atau pemberitahuan mengenai barang

yang diangkutnya, dikecualikan terhadap:

a. Pengangkut luar negeri yang tidak memiliki ijin
pengangkutan berjadwal (charter/ sewa):

b. Pengangkut darat; danfatau

¢. Pengguna Jasa yang mengimpor atau mengekspor
sendiri sarana pengangkutnya.

Pa=sl 4

Registrasi Kepabeanan dilakukan dengan mengajukan
permohonan kepada Direktur.

Fermohonan Registrasi Kepabeanan diajukan secara

elektronik melalui:

a. Portal Indonesia National Single Window melalui laman
(website] Pengelola Portal Indonesia National Single
Window di http://unwvw.insw.go.id; atau

b.  Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui laman
(website) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di
hitp:/ /www. beacukal go.id.

Pasal 5

Pengajuan permohonan Registrasi Kepabeanan, dapat
dilakukan setelah Pengguna Jasa memperoleh Keterangan
Status Wajib Pajak dengan status valid dan mengisi formulir
isian sesuai dengan jenis Registrasi Kepabeanan yang
diajukan oleh Pengguna Jasa.

Pengguna Jasa dapat mengajukan 1 (satu) permohonan
Registrasi Kepabeanan untuk lebih dari 1 (safu) jenis
kegiatan kepabeanan.



13)

Formulir isian Registrasi Kepabeanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai format yang tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

Pengajuan permohonan Registrasi Kepabeanan harus dilampiri
dengan salinan dokumen dan/atau data pendukung sesuai

dengan jenis Registrasi Kepabeanan yang diajukan.

(1]

Pazal 7

Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan dilakukan
oleh Importir, permohonan Registrasi Kepabeanan harus

dilampiri dengan salinan dokumen meliputi;

a.
b,

akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;

akta  perubahan terakhir  perusahaan  dan

pengesahannya;

dokumen penguasaan tempat usaha;

Angka Pengenal Importir (API):

identitas penanggung jawab perusahaan, berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara
Indonesia yang bertindak sebagai direksi/pimpinan
perusahaan, dan komisaris/pemilik perusshaan:
danfatau

2. Paspor dan lzin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai
direlesi/pimpinan perusahaan dan Paspor bagi
Warga Negara Asing wyang bertindak sebagai
komisaris/ pemilik perusahaan;

NPWP penanggung jawab perusahaan;

bukti kepemilikan seluruh rekening atas nama

perusahaan,



surat pernyataan Registrasi Kepabeanan sesuai format
yang tercantumn dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direlktur
Jenderal ini; dan

surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundang-
undangan, apabila permcohonan registrasi dilakukan
oleh selain direksi atau pimpinan perusahaan.

{2} Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan dilakukan
oleh Eksportir, permohonan Registrasi Kepabeanan harus

dilampiri dengan salinan dokumen meliputi:

a.
b.

akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;

akta perubahan terakhir perusahaan dan
pengesahannya;

dokumen penguasaan tempat usaha;

d. Tanda Daftar Perusahaan [TDP);

identitas penanggung jawab perusahaan, berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP} bagi Warga Negara
Indonesia yang bertindak sebagai direksi/pimpinan
perusahaan, dan komisaris/pemilik perusahaan;
danfatau

2. Paspor dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai
direksi/pimpinan perusahaan dan Paspor bagi
Warga Negara Asing yang bertindak sebagai
komisaris/ pemilik perusahaan;

NPWP penanggung jawab perusahaan;

. bukti kepemilikan seluruh rekening atas nama

perusahaan;

. surat pernyataan Registrasi Kepabeanan sesuai format

yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini; dan
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surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundang-
undangan, apabila permohonan registrasi dilakukan

oleh selain direksi atau pimpinan perusahaan.

Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan dilakukan
oleh PRJK, permohonan Registrasi Kepabeanan harus
dilampiri dengan salinan dokumen meliputi:

'

b.

akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;

akta perubahan terakhir perusahasan dan

pengesahannya;

dokumen penguasaan tempat usaha;

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Izin Usaha Jasa

Pengurusan Transpertasi (SIUJPT);

Sertifikat Ahli Kepabeanan:

identitas penanggung jawab perusahaan, berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara
Indonesia yang bertindak sebagai direksi,/pimpinan
perusahaan, dan komisaris/pemilik perusahaan;
dan/atau

2. Paspor dan lzin Mempekerjakan Tenaga Asing
(IMTA) bagi Warga Negara Asing vang bertindak
scbagal direksi/pimpinan perusahaan dan Paspor
bagi Warga Negara Asing yang bertindalk sebagai
komisaris/pemilik perusahaan;

NPWF penanggung jawab perusahaan;

bukti kepemilikan scluruh rekening atas nama

perusahaan;

surat pernyataan Registrasi Kepabeanan sesuai format

yang tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur

Jenderal ini; dan

surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundang-

undangan, apabila permohonan registrasi dilakukan

oleh selain direksi atau pimpinan perusahaan.
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Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan dilakukan
oleh Pengangkut, permohonan Registrasi Kepabeanan
harus dilampiri dengan salinan dekumen meliput:

a.
b.

akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;

akta perubahan terakhir perusahaan dan

pengesahannya;

dokumen penguasaan tempat usaha;

surat izin terkait kegiatan usaha pengangkutan atau

jasa penganglkutan laut atau udara;

identitas penanggung jawab perusahaan, berupa:

I, Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara
Indonesia yang bertindak sebagai dircksi,/ pimpinan
perusahaan, dan Kkomisaris/pemilik perusahaan:
dan/atau

2. Paspor dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
(IMTA) bagi Warga Negara Asing yang bertindak
sebagai direksi/pimpinan perusahaan dan Paspor
bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai
komisaris/pemilik perusahaan;

NPFWP penanggung jawab perusahaan;

bukti kepemilikan seluruh rekening atas nama

perusahaan:

surat pernyataan Registrasi Kepabeanan sesuai format

yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

baglan fidak terpisahkan dari Peraturan Direktur

Jenderal ini; dan

surat kuasa bermaterai sesual peraturan perundang-

undangan, apabila permohonan registrasi dilakukan

oleh selain direksi atau pimpinan perusahaan.

Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan dilakukan

oleh Pengusaha TPS, permohonan Registrasi Kepabeanan

harus dilampiri dengan salinan dokumen meliputi:

.

akta pendirian perusahaan dan pengesahannys;
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a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;

= g 2

akia perubahan  terakhir perusahaan dan

pengesahannya;

dokumen penguasaan tempat usaha;

Surat Keputusan Penetapan sebagai TPS:

identitas penanggung jawab perusahaan, berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara
Indonesia yang bertindak sebagai direksi/pimpinan
perusahaan, dan komisaris/pemilik perusahaan;
dan/atau

2. Paspor dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
(IMTA) bagi Warga Negara Asing vang bertindak
sebagai direksi/pimpinan perusahaan dan Paspor
bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai
komisaris/pemilik perusahaan;

NPWP penanggung jawab perusahaan;

bukti kepemilikan seluruh rekening atas nama

perusahaan;

surat pernyataan RHegistrasi Kepabeanan sesuai format

yang tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dircktur

Jenderal ini; dan

surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundang-

undangan, apabila permohonan registrasi dilakukan

oleh selain direksi atau pimpinan perusahaan.

Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan dilakukan
oleh PJT, permohonan Registrasi Kepabeanan harus
dilampiri dengan salinan dokumen meliputi;

akta perubahan terakhir perusahaan dan
pengesahannya;

dokumen penguasaan tempat usaha;

izin penyelenggaraan pos;

Sertifikat Ahli Kepabeanan;
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identitas penanggung jawab perusahaan, berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara
Indonesia yang bertindak sebagai direksi/pimpinan
perusahaan, dan komisaris/pemilik perusahaan:
dan /atau

2. Paspor dan lzin Mempekerjakan Tenaga Asing
(IMTA} bagi Warga Negara Asing yang bertindak
sebagai dircksi/pimpinan perusahaan dan Paspor
bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai
komisaris/ pemilik perusahaan;

NFWP penanggung jawab perusahaan:

bukt kepemilikan seluruh rekening atas nama

perusahaan;

surat pernyataan Registrasi Kepabeanan sesuai format

yang tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan

bagian tidak terpisahken dari Peraturan Direktur

Jenderal ini; dan

surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundang-

undangan, apabila permchonan registrasi dilakukan

oleh selain direksi atau pimpinan perusahaan.

Pasal &

Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan dilakukan
oleh Importir yang akan melakukan investasi provek
tertentu, dan dilaksanakan di unit layanan terpadu di
bidang penanaman modal, permohonan Registrasi

Kepabeanan harus dilampiri dengan salinan dokumen

meliputi:

.
b.

akta pendirian perusahaan dan pengesahannya:

akta perubahan teralkhir perusahaan dan
pengesahannya;

dokumen penguasaan tempat usaha;:

Angka Pengenal Importir (AP]);
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izin investasi proyek tertentu dari instansi vang

menangani penanaman modal;

identitas penanggung jawab perusahaan, berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk [KTP) bagi Warga Negara
Indonesia yang bertindak sebagai direksi/pimpinan
perusahaan, dan komisaris/pemilik perusahaan;
dan/atau

2. Paspor dan lzin Mempekerjakan Tenaga Asing
(IMTA} bagi Warga Negara Asing yang bertindak
scbagai direksi/pimpinan perusahaan dan Paspor
bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai
komisaris/ pemilik perusahaan;

NPWPF penanggung jawab perusahaan;

bukti kepemilikan seluruh rekening atas nama

perusahaan;

sural pernyataan Registrasi Kepabeanan sesuai format

yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur

Jenderal ini; dan

surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundang-

undangan, apabila permohonan registrasi dilakukan

oleh selain direlsi atau pimpinan perusahaan.

Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan dilakukan
oleh Eksportir yang akan melakukan investasi provek
tertentu, dan dilaksanakan di unit layanan terpadu di
bidang penanaman modal, permohonan Registrasi
Kepabeanan harus dilampiri dengan salinan dokumen
meliputi:

akta pendirian perusahaan dan pengesshannya;

b. akia perubahan teralchir perusahaan dan

pengesahannya;

dokumen penguasaan tempat usaha;
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izin investasi proyek tertentu dari instansi YEng

ménangani penanaman modal:

Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

identitas penanggung jawab perusahaan, berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara
Indonesia yang bertindak sebagai direlesi /pimpinan
perusshaan, dan komisaris/pemilik perusahaan;
dan/atau

2. Paspor dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
(IMTA) bagi Warga Negara Asing vang bertindak
sebagai direksi/pimpinan perusahaan dan Paspor
bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai
komisaris/pemilik perusahaan;

NPWP penanggung jawab perusahasn;

bukt  kepemilikan secluruh rekening atas nama

perusahaan;

surat pernyataan Registrasi Kepabeanan sesuai format

yang tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur

Jenderal ini; dan

surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundang-

undangan, apabila permohonan registrasi dilakukan

oleh selain direksi atau pimpinan perusahaan.

Ketentuan mengenai:

.

investasi proyek tertenta: dan

b.  unit layanan terpadu di bidang penanaman modal,
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2), sesuai

dengan ketentuan yang mengatur di bidang penanaman
modal.
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Pasal 9

Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan dilakukan

oleh Eksportir bersamaan dengan péngajuan untuk

mendapatkan Fasilitas KITE IKM, harus dilampiri dengan

salinan dokumen meliputi:

a. lzin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau
sejénisnya;

b. identitas penanggung jawab perusahaan, berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara
Indonesia yang bertindak sebagai direksi/pimpinan
perusahaan, dan komisaris/pemilik perusahaan;
dan/atauy

2. Paspor dan lzin Mempekerjakan Tenaga Asing
(IMTA} bagi Warga Negara Asing vang bertindak
sebagai direksi/pimpinan perusahaan dan Paspor
bagi Warga Negara Asing yang bertindak secbagai
komisaris/ pemilik perusahaan:

c. NPWF penanggung jawab perusahaan;
bukti kepemilikan seluruh rekening atas nama
perusahaan;

€. surat pernyataan Registrasi Kepabeanan sesuai format
yang tercantum dalem Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur

Jenderal ini; dan

[. surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundang-
undangan, apabila permohonan registrasi dilakukan
oleh selain Direksi atau pimpinan perusahaan,

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pengguna Jasa Industri Kecil dan Menengah yang akan
bertindak juga sebagai Importir, harus dilampiri dengan
salinan dokumen tambahan meliputi:

a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
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b. akta  perubahan terakhir  perusahaan dan
pengesahannya;

c. dokumen penguasaan tempat usaha; dan
Angka Pengenal Importir (API).

Pasal 10

Dalam hal Warga Negara Asing wvang bertindak sebagai
komisaris/ pemilik perusahaan berdasarkan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan tidak diwajibkan
memiliki NFWP, maka dikecualikan dari kewajiban melampirkan
NFWP.

Pasal 11

Dikecualikan dari ketentuan mengisikan formulir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ketentuan melampirkan

dolkumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam hal:

g, data terkait dengan Pengguna Jasa telah terdapat pada
sistemn administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau

b. data dan/atau dokumen terkait dengan Pengguna Jasa telah
terdapat pada instansi terkait yang melakukan kesepakatan
pertukaran data dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pazal 12

(1) Direktur atau Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian
kelengkapan permochonan Registrasi Kepabeanan paling
lama 1 (satu}] hari kerja berikutnya terhitung sejak
permohonan diterima.

(2) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan dikirimkan
oleh Pengguna Jasa pada hari kerja setelah pukul 17.00 atau
pada hari libur, maka permohonan tersebut diangpap
diterima pada hari kerja berikutnya.
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(3) Direktur atau Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan:

a. Bukt Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan
(BC-RK.01) dalam hal hasil penelitian kelengkapan
permohonan scbagaimana dimaksud pada avat (1)
kedapatan lengkap; atau

k. Bukt Pengembalian Permohonan Registrasi
Kepabeanan (BC-RK.02) dalam hal hasil penelitian
kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kedapatan tidak lengkap, dan permochonan
Registrasi Kepabeanan tidak dapat diproses.

(%) Bukti Penerimaan Permchonan Registrasi Kepabeanan (BC-
RK.01] dan Bukti Pengembalian Permohonan Registrasi
Kepabeanan (BC-RK.02) disampaikan kepada Pengguna
Jasa secara elektronil.

(3) Format Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi
Kepabeanan (BC-RK.01) dan Bukti Pengembalian
Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.02) sesuai
format yang tercantum dalam Lampiran [l dan Lampiran IV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Pasal 13

Terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan yang tidak dapat
diproses, Pengguna Jasa dapat mengajukan kembali untuk
melakukan Registrasi Kepabeanan.
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BAB III
PENELITIAN PERMOHONAN

Pasal 14

Pejabat Bea dan Cukal melalukan penelitian administrasi
terhadap permchonan Registrasi Kepabeanan vang telah
mendapatkan Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi
Kepabeanan (BC-RK.01).

Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk meneliti kesesuaian data-data Yang
berkaitan:

a. eksistensi Pengguna Jasa;

b. susunan penanggung jawab;

¢. data kevangan perusahaan: dan

d. data terkait jenis kegiatan Pengguna Jasa.

Terhadap Registrasi Kepabeanan yang diajukan PRJK, sclain
penelitian administrasi sebagaimana dimalsud pada ayat (2)
juga dilakukan peneliian administrasi terhadap Ahli
Kepabeanan vang dimiliki.

Satu Ahli Kepabeanan hanya dapat digunakan sebagai
persyaratan untuk satu PPJK.

Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan membandingkan antara data dalam

formulir isian dengan:

a. dokumen dan/atau data pendukung yvang dilampirkan
oleh Pengguna Jasa; dan/atau

b. data dan/atau dokumen terkait dengan Pengguna Jasa,
dalam hal telah terdapat pada instansi terkait yang
melakukan  kesepakatan pertukaran data dengan
Dircktorat Jenderal Bea dan Cukai.



BAE IV
KEPUTUSAN REGISTRASI KEPABEANAN

Pasal 15

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1), Direktur memberikan persetujuan atau
penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari
kerja berikutnya terhitung sejak permohonan diterima
secara lengkap.

(4] Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan dilakukan
oleh Pengguna Jasa yang akan melakukan investasi provek
tertentu, dan dilaksanakan di unit layanan terpadu di
bidang penanaman modal, Direktur memberikan
persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sesuai
dengan ketentuan yang mengatur di bidang penanaman
modal,

Pasal 16

Dalam hal permochonan Registrasi Kepabeanan dilakukan oleh
Pengguna Jasa Industri Kecil dan Menengah bersamaan dengan

pengajuan untuk mendapatkan Fasilitas KITE KM sehagrimana
dimaksud dalam Pasal 9, berlaku ketentuan sebagai berilkut;

4,  persetujuan diberikan oleh Kepala Kantor Pabean; dan
b.  persetujuan diberikan bersamaan dengan keputusan
pemberian Fasilitas KITE [KM.

Pasal 17

(1) Dalam hal hasil penelitian terhadap permohonan Registrasi
Kepabeanan disetujui, Direktur memberikan Akses
Kepabeanan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan
Pemberian Akses Kepabeanan (BC-RK.03) dan disampaikan
kepada Pengguna Jasa Kepabeanan melahli  media
elektronik dan/atau jasa pengiriman surat.
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Dalam hal hasil penelitian terhadap permohonan Registrasi
Kepabeanan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa Industr
Kecil dan Menengah bersamaan dengan pengajuan untuk
mendapatkan Fasilitas KITE IKM disetujui, Kepala Kantor
Pabean  memberikan  Akses  Kepabeanan  dengan
menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemberian Akses
Kepabeanan (BC-RK.03) dan disampaikan kepada Pengguna
Jasa Kepabeanan melalui media elektronik dan/atau jasa
pengiriman surat.

Akses Kepabeanan diberikan otomatis ke dalam sistem
komputer pelayanan,

Akscs Kepabeanan berlaku di seluruh Kantor Pabean di
Indonesia sampai dengan adanya pencabutan,

Format Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan
(BC-RK.03) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran

V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Pasal 18

Dalam hal hasil penelitian terhadap permohonan Registrasi
Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ditolak, Direktur atau Pejabat Bea dan Cukai menerbitican
Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-
REK.04} dengan disertai alasan penolakan dan disampaikan
kepada Pengguna Jasa melalui media elektronile,

Terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan yang ditolak,
Pengguna Jasa dapat mengajukan permohonan kembali
dengan memenuhi alasan penolakan dalam jangka waktu
30 (tiga puluh] hari kerja terhitung sejak tanggal Surat
Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.04).
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Dalam hal Pengguna Jasa mengajukan permohonan
kembali lebih dari 30 (tHga puluh) hari kerja maka
diperlakukan sama dengan tidak pernah menyampaikan
permohonan Registrasi Kepabeanan.

Terhadap penoclakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta tambahan data
dan/atau dokumen.

Format Surat Penolakan Permohonan  Registrasi
Kepabeanan (BC-RK.04) sesuai format yang tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 19

Betelah mendapatkan persetujuan Akses Kepabeanan,

NPWP dari Pengguna Jasa Kepabeanan:

a, digunakan sebagai identitas dalam pemenuhan hak dan
kewajiban di bidang kepabeanan: dan

b. merupakan nomor identitas pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan.

Penyalahgunaan NPWP dengan Akses Kepabeanan oleh
pihak lain merupakan tanggung jawab Pengguna Jasa
Kepabeanan dan bukan merupakan tanggung jawab
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 20

Tata cara Registrasi Kepabeanan ditetapkan dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.
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BAB V
PERUBAHAN DATA

Pasal 21

Setiap perubahan data Registrasi Kepabeanan yang terkait
dengan:

a. eksistensi; dan/atau

b.  susunan penanggung jawab,

wajib diberitahukan oleh Pengguna Jasa Kepabeanan.

Selain  kewajiban memberitahukan perubahan data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat
perubahan data terkait Ahli Kepabeanan, Pengguna Jasa
Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK wajib
memberitahukan perubahan data vyang terkait Ahli
Kepabeanan tersebut kepada Direktur.

Pengguna Jasa Kepabeanan dapat memberitahukan
perubahan data selain data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan/atau ayat (2).

Pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3} disampaikan kepada Direktur dan

dilakukan secara elektronile melalui:

d4. Portal Indonesia National Single Window melalui laman
(website) Pengelola Portal Indonesia National Single
Window di http://wunw.insw.go.id; atau

b. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melahai laman
(website) Direkiorat Jenderal Bea dan Cukai di
http:/ / wunw, beacukai.go.id.



Pasal 22

Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai perubahan data
Wajib Pajak sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

(1)

(2]

(1)

(2)

Pasal 23

Terhadap  pemberitahuan  perubahan  data vang
disampaikan, Pengguna Jasa Kepabeanan  harus
melampirkan dokumen terkait data yang berubah,

Dikecualikan dari ketentuan melampirkan dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:

a. data terkait dengan Pengguna Jasa Kepabeanan telah
terdapat pada sistem administrasi Direktorat Jenderal
Pajak; dan/atau

b.  data dan/atau dokumen terkait dengan Pengguna Jasa
Kepabeanan telah terdapat pada instansi terkait Yang
melakukan kesepakatan pertukaran data dengan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

Pasal 24

Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian administrasi
atas pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan
yang telah mendapatkan Bukti Penerimaan Permohonan
Registrasi Kepabeanan (BC-RK.01).

Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan membandingkan antara data dalam

formulir isian dengan:

6. dokumen dan/atau data pendukung yang dilampirkan
oleh Pengguna Jasa Kepabeanan; dan/atau
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b.  data dan/atau dokumen terkait dengan Pengguna Jasa
Kepabeanan, dalam hal telah terdapat pada instansi
terkait yang melakukan kesepakatan pertukaran data
dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Terhadap pemberitahuan perubahan data Registrasi
Kepabeanan dapat dilakukan penelitian lapangan.

Pasal 25

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1), Direktur memberikan persetujuan atay
penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari
kerja berikutnya terhitung sejak pemberitahuan perubahan
data diterima secara lengkap.

Dalam hal perlu dilakukan penelitian lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 avat (3), maka dikecualikan dari
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Dalam hal hasil penelitian terhadap pemberitahuan
perubahan data disetujui, Direktur menerbitkan Surat
Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (BC-
RK.05) dan disampaikan kepada Pengguna Jasa
Kepabeanan melalui media clektronik dan fatau  jasa

pengiriman surat,

Format Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (BC-RK.05) sesuai format vang tércantum
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini
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Pasal 27

Dalam hal hasil penelitian terhadap pemberitahuan
perubahan data Registrasi Kepabeanan ditolak, Direktur
atau Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penolakan
Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.04) dengan
disertai alasan penolakan dan disampaikan kepada
Pengguna Jasa Kepabeanan melalui media elektronik.

Terhadap pemberitahuan perubahan data Registrasi
Kepabeanan yang ditolak, Pengguna Jasa Kepabeanan dapat
mengajukan pemberitahuan kembali dengan memenuhi
alasan penolakan dalam jangka waktu 30 {tiga puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal Surat Penolakan Permohonan
Registrasi Kepabeanan (BC-RE.04).

Dalam hal Pengguna Jasa Kepabeanan mengajukan
pemberitahuan kembali lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja
maka  diperlakukan sama dengan tidak pernah
menyampaikan pemberitahuan perubahan data Registrasi
Kepabeanan.

Pasal 28

Berdasarkan penelitian data, penelitian dokumen, penelitian
lapangan, dan/atau hasil audit, Direktur atau Pejabat Bea
dan Cukai dapat melakukan perubahan data Pengguna Jasa
Kepabeanan selain data sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2).

Direktur menyampaikan hasil perubahan data Registrasi
Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan
menerbitkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data
Registrasi Kepabeanan (BC-RK.05) dan disampaikan kepada
Pengguna Jasa Kepabeanan melalui media elektronik
dan/atau jasa pengiriman surat.
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Pasal 29

Tata cara perubshan data Registrasi Kepabeanan ditetapkan
dalam Lampiran [X yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI
PEMBLOKIRAN DAN PENCABUTAN

Pasal 30

Akses Kepabeanan yang diberikan kepada Pengpuna Jasa
Kepabeanan, dapat diblokir atau dicabut untuk seluruh atau

sebagian kegiatan kepabeanan oleh Direktur atau Pejabat Bea
dan Culzai.

Pasal 31

(1) Pemblokiran untuk seluruh kegiatan kepabeanan dilakukan
dalam hal;

4. Pengguna Jasa Kepabeanan tidak memberitahukan
perubahan data terkait dengan eksistensi dan/atau
susunan penanggung jawab;

b.  Pengguna Jasa Kepabeanan tidak aktif melakukan
kegiatan kepabeanan sclama 12 (dua belas) bulan
berturut-turut;

¢, berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak,
Pengguna Jasa Kepabeanan tidak memenuhi kewajiban
perpajakan berupa:

1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan sclama 2 (dua) tahun
terakhir; dan/atau

2. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai selama 3 (tiga) masa
pajak terakhir dalam hal Pengguna  Jasa
Kepabeanan mempunyai status sebapgai
Pengusaha Kena Pajak;
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d. berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak,
Pengguna Jasa Kepabeanan tidak memberitahukan
data pemilik barang yang sebenarnya pada dokumen
pemberitahuan  pabean ekspor dan/atau impor;
dan/atan

e. berdasarkan rekomendasi dari unit internal dan/ atau
instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pemblokiran untuk scbagian kegiatan kepabeanan

dilakukan dalam hal:

a. Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak scbagai
FPJK tidak memberitahukan perubahan data vang
terkait Ahli Kepabeanan; dan/atau

b. berdasarkan rekomendasi dari unit internal dan/atau
instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Direktur menyvampaikan Surat Pemberitahuan Pemblokiran
Akses Kepabeanan (BC-RK.06) kepada Pengguna Jasa
Kepabeanan melalui media elektronik dan/atau jasa
pengiriman surat.

Format Surat Pemberitahuan Pemblokiran  Akses
Kepabeanan (BC-RK.06) sesuai format yang tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 32

Pengguna Jasa Kepabeanan yang sedang dalam proses penelitian
oleh Dircktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemindahan Wajib
Pajak yang disebabkan pindah alamat, dikecualikan dari
ketentuan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (1) huruf a.
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Pasal 33

Tata cara pemblokiran Akses Kepabeanan ditetapkan dalam
Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini,

(1)

Pasal 34

Pembukaan blokir Akses Kepabeanan dilakukan oleh
Direktur dalam hal:

£l

Pengguna Jasa Kepabeanan telah memberitahukan
perubahan data terkait dengan eksistensi dan/atau
Susunan penanggung jawab, dan atas perubahan data
tersebut telah disetujui;

Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai
PPJK, telah memberitahukan perubahan data terkait
Ahli Kepabeanan dan atas perubahan data tersebut
telah disetujui oleh Direktur;

Penigguna Jasa Kepabecanan telah aktif melakukan
kegiatan kepabeanan;

berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak,
Pengguna Jasa Kepabeanan telah memenuhi kewajiban
perpajakan dengan menyampaikan Surat Pernberitahuan
Tahunan  Pajak  Penghasilan dan/atau  Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajale,
Pengguna Jasa Kepabeanan telah memberitahukan
data pemilik barang yang sebenarnya pada dokumen
pemberitahuan pabean ekspor dan/atau impor;
dan/atau

berdasarkan rekomendasi dari unit internal dan/atau
instansi terkait,



(2) Untuk mempercleh pembukaan blokir Akses Kepabeanan
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf f,
Pengguna Jasa Kepabeanan harus mengajukan permohonan
pembukaan blokir Akses Kepabeanan kepada Direkctur,
dengan melampirkan:

a. dokumen pendukung Yang menyatakan hahwa
Pengguna Jasa Kepabeanan akan melakukan kegiatan
kepabeanan; atan

b. rckomendasi dar unit internal dan/atau instansi

terkeait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3] Dikecualikan dari melampirkan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam hal rekomendasi
pembukaan blokir telah disampaikan oleh unit internal
dan/atau instansi terkait kepada Direktur.

(4] Dircktur menyampaikan Surat Pemberitahuan Pembulksan
Blokir Akses Kepabcanan (BC-RK.O7) kepada Pengguna
Jasa Kepabeanan melalii media clektronik dan/atau jasa
pengiriman surat.

(%) Format Surat Pemberitahuan Pembukaan Blokir Akses
Kepabeanan (BC-RK.07) sesuai format yang tercantum
dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini,

Pasal 35

Tata cara pembukaan blokir Akses Kepabeanan ditetapkan dalam
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.
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Akses Kepabeanan dicabut dalam hal;

a.

Pengguna Jasa Kepabeanan tidak mendapatkan
persetujuan perubahan data dalam jangka wakiu 3

(tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran karena tidak

memberitahukan perubahan data terkait dengan:

1. eksistensi dan susunan penanggung jawab
schagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
huruf a; atau

2. Ahli Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) huruf a;

Pengguna Jasa Kepabeanan tidak mengajukan

permohonan pembukaan biokir dalam jangka waktu 3
(tiga] bulan sejak tanggal pemblokiran karena:

1. tidak aktif melakukan kegiatan kepabeanan selama
12 bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b; atan

2. rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi
terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1) huruf e dan Pasal 31 ayat (2) huruf b;

Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai

PPJK tidak memiliki Ahli Kepabeanan;

Pengguna Jasa Kepabeanan tidak menyampaikan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam

Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran:

Pengguna Jasa Kepabeanan tidak memberitahukan

data pemilik barang yang sebenarnya pada dokumen

pemberitahuan pabean ekspor dan/atau impor kepada

Dircktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga)

bulan sejak tanggal pemblokiran:
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f.  berdasarkan rekomendasi dari unit internal dan/atau
instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

g Pengguna Jasa Kepabeanan mengajukan permohonan
pencabutan,

Dalam hal pemblokiran dilakukan untuk sebagian kKegiatan
kepabeanan, pencabutan Akses Kepabeanan hanya
dilakukan terhadap jenis kegiatan kepabeanan yang
diblokir.

Direktur menyampaikan Surat Pemberitahuan Pencabutan
Akses Kepabeanan (BC-RK.08) kepada Pengguna Jasa
Kepabeanan melalui media elektronik dan/atau jasa
pengiriman surat.

Format Surat Pemberitahuan Pencabutan  Akses
Kepabeanan (BC-RK.08) sesuai format yang tercantum
dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 37

Tata cara pencabutan Akses Kepabeanan ditetapkan dalam
Lampiran XV yang merupakan bagian tidalk terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

()

Pasal 38

Terhadap Akses Kepabeanan yang telah dicabut, Pengguna
Jasa dapat menyampaikan permohonan pengajuan kembali
Registrasi Kepabeanan kepada Direktur,

Permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan

dapat diproses lebih lanjut dengan memenuhi persyaratan:

a. tidak sedang menjalani proses penyidikan tindak
pidana di bidang kepabeanan dan Jatau cukai:
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b.

=1

tidak memiliki hutang di bidang kepabeanan dan/atau
cukai; dan
dilakukan penelitian lapangan.

Permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan atas
Akses Kepabeanan yang dicabut karena:

a,

tidak mendapatkan persetujuan perubahan data dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran
karena tidak memberitahukan perubahan data terkait
dengan eksistensi dan susunan penanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat | 1) huruf

a; atau

Pengguna Jasa Kepabeanan mengajukan permohonan
pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1) huruf g,

selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), permohonan hanya dapat disampaikan setelah 1
(satu) tahun sejak tanggal pencabutan Akses Kepabeanan.,

Permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan atas
Akses Kepabeanan yang dicabut karena:

i,

tidak mengajukan permohonan pembukaan blokir

dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan scjak tanggal

pemblokiran karena;

1. tidak aktif melakukan kegiatan kepabeanan selama
12 bulan berturut-turut; atan

2. rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi

terkait,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
huraf b;
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b.  Pengguna Jasa Kepabeanan tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huraf
d;

c. Pengguna Jasa Kepabeanan tidak memberitahukan
data pemilik barang yang sehenarnva pada dokumen
pemberitahuan pabean ekspor dan/atau impor kepada
Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka walktu 3 (tiga)
bulan sejak tanggal pemblokiran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e; atau

d. berdasarkan rekomendasi dari unit internal dan/atau
instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1) huruf f,

selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2}, permohonan dapat dilakukan setelah mendapat

rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait
yang merekomendasikan pemblokiran atau pencabutan.

Direktur memberikan persetujuan atau penclakan terhadap
permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak hasil penelitian
lapangan diterima.

Dalam hal permohonan pengajuan kembali Registrasi
Kepabeanan  disetujui, Direktur menerbitkan Surat
Persetujuan Permchonan Pengajuan Kembali Registrasi
Kepabeanan (BC-RK.09) kepada Pengguna Jasa,

Dalam hal permochonan pengajuan kembali Registrasi
Kepabeanan ditolak, Direktur menerbitkan Surat Penolakan
Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan
(BC-EK.10) kepada Pengpuna Jasa,
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Surat  Persetujuan Permohonan Pengajuan Kembali
Fegistrasi Kepabeanan (BC-RK.09) dan Surat Penolakan
Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan
(BC-RK.10) disampaikan kepada Pengpuna Jasa secara
elektronik dan/atau jasa pengiriman surat,

Format Surat Persetujuan Permohonan Pengajuan Kembali
Registrasi Kepabeanan (BC-RK.09) dan Surat Penolakan
Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan
[BC-RK.10) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran
XV1 dan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 39

Tata cara permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan
ditetapkan dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini,

(1)

()
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Fasal 40

Pemblokiran Akses Kepabeanan terhadap Pengguna Jasa
Kepabeanan dan Pencabutan Akses Kepabeanan terhadap
Pengguna Jasa Kepabeanan, tidak menggugurkan tanggung
Jawab Pengguna Jasa Kepabeanan terhadap pungutan
negara dalam rangka impor atau ekspor yang masih
terutang.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
terhadap Pengguna Jasa Kepabeanan vang bertindak
scbagai PPJK apabila Importir atau Eksportir yang
memberikan kuasa kepada PPJK tidak ditemukan.

Secgala isi dan bentuk perjanjian antara PPJK dan Importir
atau Eksportir tidak mengurangi tanggung jawab PPJK
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2).
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BARB VII
KEETENTUAN KHUSUS PPJK

Pasal 41

Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK
wajib menyerahkan jaminan kepada Kantor Pabean yang
mengawasi  kegiatan, sebelum melakukan kegiatan
kepabeanan.

Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
berupa:

a. uang tunai;

b. jaminan bank; dan/atan

¢. Jjaminan dari perusahaan asuransi.

Besar jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]

ditetapkan sebagai berikout:

a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor
Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah);

b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean A sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiahj;

¢.  Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean B sebesar Rp. 100.000.000,00 [seratus
Juta rupiah); dan/atau

d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean C sebesar Rp. 50,000.000,00 (lima puluh
Jjuta rupiah).

Dalam hal jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak memenuhi persyaratan mengenai besar jaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Jasa
Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK wajib
menambahkan besarnya jumlah jaminan.
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Kepala Kantor Pabean mengadministrasikan jaminan sesuai
dengan ketentuan yang mengatur mengenai jaminan dalam
rangka kepabeanan.

BAB VIII
FENGGUNAAN DATA PENGGUNA JASA KEPABEANAN

Pasal 42

Data Pengguna Jasa Kepabeanan terdiri dari:

a. dataidentitas yang diperoleh dari data Wajib Pajak:; dan

b. data Pengguna Jasa Kepabeanan selain vang dimaksud
pada huruf a, seperti data keuangan atau data yang
berkaitan dengan jenis kegiatan Pengpuna Jasa
Kepabeanan.

Data Pengguﬁa Jasa Kepabeanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai referensi kegiatan
pelayanan dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai,

BAB IX
MONITORING DAN EVALUAS]

Paszal 43

Untuk kepentingan monitoring dan evaluasi, Direktur atau
Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penelitian
terthadap data cksistensi dan/atau susunan penanggung
jawab Pengguna Jasa Kepabeanan.

Penelitian terhadap data cksistensi dan/atau susunan
penanggung jawab Pengguna Jasa Kepabeanan dilakukan
untuk memastikan kesesuaian dan/atau kebenaran data
Registrasi Kepabeanan.
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Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa penelitian administratif dan/atau penelitian
lapangan.

Pasal 44

Penelitian administratif dilakukan dengan membandingkan
data Pengguna Jasa Kepabeanan dengan sumber data

lainnya.

Penelitian lapangan dapat dilakukan dalam hal terdapat
perbedaan antara data Registrasi Kepabeanan dengan
sumber data lainnya.

Sumber data lainnya antara lain berupa informasi dari unit
internal danfatau instansi terkait, hasil penelitian
lapangan, atau informasi masyarakat,

Pasal 45

Terhadap penelitian lapangan yang telah dilakukan,
Direktur atau Pejabat Bea dan Cukai membuat laporan,

Laporan hasil penelitian lapangan diselesaikan paling
lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan
penelitian lapangan,

Direktur atau Pejabat Bea dan Cukai memberikan
keputusan atas hasil penelitian lapangan paling lambat 2
[dua) hari kerja sejak laporan hasil penelitian lapangan
diterima,.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} direkam ke
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan paling lambat 1
(satu) hari kerja sejak tanggal keputusan atas hasil
penelitian lapangan.
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Pazal 46

Direktur dapat meminta Kepala Kantor Pabean untuk
melakukan penelitian lapangan.

Kepala Kantor Pabean menyampaikan hasil penelitian
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Direktur.

Permintaan penelitian lapangan dan hasil penelitian
lapangan disampaikan melalui surat dan/atau sistem
aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Pasal 47

Kepala Kantor Pabean dapat melakukan penelitian
administratif dan/atau penelittan lapangan terhadap
Pengguna Jasa Kepabeanan yang berada di wilayah
PETIEAWASANTIYVA,

Kepala Kantor Pabean menyampaikan hasil penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi
kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Hasil penelitian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} disampaikan melalui surat dan/atau sistem
aplikasi Registrasi Kepabeanan,

Pasal 48

Direktur atau Pejabat Bea dan Cukai dalam pelaksanaan
penelitian  lapangan dapat meminta Pengguna Jasa
Kepabeanan wuntuk menunjukkan atau menyerahkan
doleumnen dan/atau data pendukung yang berkaitan dengan
Hegistrasi Kepabeanan.
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Dalam hal terdapat permintaan dokumen dan/atau data
pendulcung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna
Jasa Kepabeanan harus menunjukkan atau menyerahkan
paling kurang dokumen dan/atau data pendukung yang
berkaitan dengan eksistensi dan susunan penanggung
jawah,

Khusus untuk Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak
sebagai PPJK, selain menunjukkan atau menyerahkan
dokumen dan/atan data pendukung  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) juga harus menunjukkan atau
menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan Ahli
Kepabeanan.

Tata cara penelitian lapangan dan format laporan hasil
penelitian lapangan, ditetapkan dalam Lampiran XIX vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Dircktur Jenderal ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Importir dan belum
mendapatkan Akses Kepabeanan, dapat dilayani
pemenuhan kewajiban pabeannya hanya untuk 1 (satu)
kali pemberitahuan pabean impor setelah mendapat
persetujuan dari Kepala Kantor Pabean,

Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Eksportir dan fatau
Penganglkut yang belum mendapatkan Akses Kepabeanan,
dapat dilayani pemenuhan kewajiban pabeannya selama 5
(lima) hari kerja terhitung sejak tanggal Bukti Penerimaan
Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.01).
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Pasal 530

Dalam hal terjadi gangguan pada Portal ndonesia National
Single Window dan Portal Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, permohonan
Registrasi Kepabeanan dapat disampaikan melahi
hardeopy atau melalui surat elektronik (email] kepada
Direktur.

Tata cara Registrasi Kepabeanan secara langsung atau
melalul surat elektronik (email] sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditctapkan dalam Lampiran XX vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Pasal 51

Terhadap formulir isian Registrasi Kepabeanan, Direlktur
melakukan penilaian berdasarkan standar penilaian

Standar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
didasarkan pada data Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa
Kepabeanan, meliputi;

a. eksistensi;

b.  susunan penanggung jawab;

c. data keuangan perusahaan; dan

d. data terkait jenis kegiatan.

Untuk mengoptimalkan penilaian Registrasi Kepabeanan,

Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa Kepabeanan dapat

mengisikan formulir dan melampirkan dokumen tambahan

berupa:

a. status pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak;

b. strukitur organisasi;

c. kepemilikan sertifikat manajemen mutu (misalnya
sertifikat 1S0);

d. laporan keuangan;



c. laporan hasil audit Kantor Akuntan Publik dan/atau
Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai;

f. keanggotaan asosiasi;

g kepemilikan sarana penganglkut; dan/atau

h. fasilitas di bidang kepabeanan yvang dimiliki.

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN

Pagal 52

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaki:

.

terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan dan
pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan
vang disampaikan oleh Pengguna Jasa sebelum berlakunya
Peraturan Direktur Jenderal ini serta belum mendapatkan
keputusan, disclesaikan berdasarkan  ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini:
terhadap permohonan Nemor Pokok PPJK dan perubahan
data PPJK yang disampaikan oleh Pengguna Jasa sebehim
berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini serta belum
mendapatkan keputusan, prosesnya tidak dilanjutkan;
terhadap Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) vang telah
diterbitkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor
10/BC/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi
Kepabeanan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomeor
6/BC/2015, diperlakukan sama seperti penggunaan NFWP
scbagai  identitas dalam  pemberitahuan mengenai
persetujuan pemnberian Akses Kepabeanan; dan
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d. terhadap jaminan PPJK yang telah diserahkan berdasarkan
Peraturan Direkiur Jenderal Nomor 25/BC/2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pengusaha Pengurusan
Jasa HKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Nomor 7/BC/2018, masih
berlaku sampal dengan jatuh tempo,

BAB XTI
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 53

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku;

A. Peraturan Direkiur Jenderal Nomor 10/BC/2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Reglstrasi Kepabeanan sebagalmana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Direktur Jenderal Nomeor 6/BC/2016 tentang Perubahan
Hedua Peraturan Direktur Jenderal Nomor 10/BC/2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan Regisirasi Kepabeanan; dan

b. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 25/BC/2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pengusaha Pengurusan
Jasa Hepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Nomor 7/BC/2018,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal
1 Maret 2017,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2017

DIEEKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIL,
Salinan sesuai dengan aslinya
iris Direktorat Jenderal -ttd-
~ g b,

-

HERLU PAMBUDI
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PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR ISIAN REGISTRASI KEPABEANAN

Petunjuk :

1. Silahkan mengunduh "Panduan Registrasi Kepabeanan Online” dari websaite
wWww.insw.go.id atau www.beacukai go.id.

2. Harus menggunakan huruf kapital pada saat pengisian formulir isian registrasi
kepabeanan.

Jenis Registrasi Kepabeanan

Diisi sesuai jenis kegiatan usaha pengguna jasa dan dapat dipilih lebih dari satu
pilihan yang tersedia.

A. Data Umum Perusahaan

1.

Kategori
Diisi kategori sesuai NPWP perusahaan.
Bentuk badan usaha

Diisi bentuk badan usaha sesuai akta pendirian / akta perubahan
terakhir perusahaan.

Perusahaan Terbuka (go public)
Diisi dalam hal saham perusahaan telah dimiliki publik.
Nama Wajib Pajak

- Diisi nama perusahaan sesuai akta pendirian / akta perubahan
terakhir perusahaan.

- Tanpa diawali atau diakhiri dengan bentuk badan usaha.
MNPWP

- Diisi 15 (lima belas) angka NPWP perusahaan sesuai yang tercantum
dalam Kartu NPWP.

- Cukup ditulis angkanya saja, tidak perlu disertai dengan tanda baca
pemisah (5.7 atau *-9),
Jenis usaha / kegiatan

Diisi sesuai kode dan uraian Jenis Usaha/Kegiatan sesuai KLU yang

tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal
Pajak yang dimiliki perusshaan.



Merk dagang

- Diisi dengan Merk Dagang
- Diisi dengan nama perusahaan untuk bentuk badan usaha UD/PO/PD
Status Wajib Pajak

- Diisi status wajib pajak perusahaan PEP/Non FEP.

- Status “Pengusaha Kena Pajak®, harus dibuktikan dengan mengisi

nomor dan tanggal Surat Pengukuhan Penpusaha Kena Pajak [SPPKP)
serta melampirkannya secara elektronik.

Alamat perusahaan
a. Kantor :

Jalan
EBlok
Nomor
RT/RW

Kelurahan/Desa

- Kecamatan

Provinsi

Kode pos
Telepon
Faksimili
Email

ID KPP ADM

+ Diisi nama jalan di mana kantor berlokasi.

: Diisi nama blok di mana kantor berlokasi,

: Diisi nomor bangunan di mana kantor berlokasi
: Diisi RT/RW di mana kantor berlokasi.

: Disi nama

kelurahan/desa di mana kantor
berlokasi.

: Dusi nama kecamatan di mana kantor berlokasi,
Kota/Kabupaten :

Diisi nama kota/kabupaten di
berlokasi

mana kantor

: Dipilih sesuai nama provinsi di mana kantor

berlokasi.

: Diisi 5 angka kode pos sesuai alamat kantor.
: Diisi nomor telepon kantor.

: Diisi nomor faksimili kantor.

. Diisi alamat email perusahaan

t Diisi kode administrasi Kantor Pelayanan Pajak di

mana kantor berlokasi

Status penguasaan :
Dipilih salah satu sesuai status penguasasn lokasi kantor, dengan

ketentuan :

¥ Status “Hak Guna Bangunan®, harus dibuktikan dengan mengisi
nomor dan tanggal sertifikat Hak Guna Bangunan [(HGB) atas
nama perusahaan serta melampirkannya secara elektronik,



10.

11,

v Btatus *Sewa”, harus dibuktikan dengan mengisi tanggal mulai
dan berakhir perjanjian sewa-menyewa serta melampirkannya
secara elektronils.

¥ Status "Hak Pakai/ Hak Milik Pribadi® harus dibuktikan dengan
mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Milik atas nama
penanggung jawab perusahaan serta melampirkannya bersama
perjanjian pinjam pakai secara elektronik

b. Pabrik/ Gudang/ Perkebunan/ Peternakan| Cabang/ Lain-lain :

- Diisi scsual jumlah pabrik/ gudang/ perkebunan/ peternakan/
cabang yang dimiliki perusahaan.

- NFWP : Diisi 15 (lima belas) angka NPWP sesual yvang tercantum
dalam Kartu NPWP pabrik/ gudang/ perkebunan/ peternakan/
cabang/ lokasi lain perusahaan selain lokasi kantor serta
melampirkannya secara elektronik.

- Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan /desa,
kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimili,
email, dan ID KPP ADM serta status penguasaan lokasi usaha sama
dengan tatacara pengisian kantor.

Status investasi

Diisi status investasi perusahaan yang harus dibuktikan dengan
persetujuan dari instansi yang berwenang, dengan ketentuan:

Untuk PMA dapat dibuktikan dengan izin BKPM {lzin Prinsip/IUI/IUT).

Untuk PMDN dapat dibuktikan dengan izin BKPM  (lzin
Prinsip/TUL/[UT).

Untuk Pemerintah dapat dibuktikan dengan izin BEPM (lzin
Prinsip/IUI/IUT), izin dari Kementerian Perdagangan (SIUP), atau izin
sejenisnya,
Untuk Lainnya dapat dibuktikan dengan izin BKPM (lzin
Prinsip/IUL/IUT), izin dari Kementerian Perdagangan (SIUP), atau izin
sejenisnya.

Dokumen perizinan
a. Akta pendirian perusahaan

- Nomor dan tahun: Diisi dengan nomor dan tahun akta pendirian
perusahaan,

- Untuk bentuk badan usaha yang sesuai perundang-undangan tidak
memerlukan akta pendirian, diberikan pengecualian sebagai berikut:

v Apabila UD agar diisi dengan nomor dan tahun SIUP,

" Apabila koperasi agar diisi dengan nomor dan tahun pendaftaran
ke Kementerian Koperasi.



¥ Apabila Badan Usaha Tidak Tetap agar diisi dengan nomor dan
tahun kontrak karya,

- Nama notaris dan kota : Diisi dengan nama notaris dan kota wilayah

kerja notaris yang menerbitkan alta pendirian perusahaan (diisi
apabila memiliki akta pendirian).

- SK Pengesahan akta : Diisi nomor dan tanggal surat pengesahan
atas akta pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM atau instansi
terkait (diisi apabila memiliki akta pendirian),

b. Akta perubahan terakhir
- Diisi apabila perusahaan sudah memiliki akta perubahan.

- Tatacara pengisian sesuai dengan tatacara pengisian akta pendirian
perusahaan,

- Apabila akta perubahan terakhir tidak memuat perubahan susunan
pengurus, lampirkan juga akta perubahan terakhir yang memusat
perubahan susunan pengurus.

c. IUT, SIUP, atau IU]
- Dipilih salah satu antara IUT, SIUP, atau IUI sesuai pilihan.
- Diisi nomor dan tanggal IUT, SIUP, atau IUI sesuai pilihan.
- Dibukiikan dengan melampirkan IUT, SIUP, atau [UI sesuai pilihan,
12, Kedudukan perusahaan

- Diisi sesuai kedudukan perusahaan sebagaimana yang tercantum
dalam TDP, Surat Keterangan Terdaftar dan fatau SP PKP.

- Dalam hal tidak memiliki pabrik, gudang/ perkebunan/ peternakan/
cabang, maka diisi sebagai perusahaan tunggal/ berdiri sendiri.

- Dalam hal mendaftar scbagai pusat, maka wajib memilild dan
mengisikan data pabrik/ gudang/ perkebunan peternakan/ cabang,

- Dalam hal mendaftar sebagai cabang, maka wajib mengisikan data
kantor pusat.

13.  Tergabung dalam afiliasi kelompok/grup usaha
- Dipilih *Ya” atau *Tidak®
- Dalam hal “Ya", diisi nama kelompok/grup wusaha, npwp
kelompok/grup usaha (jika punya), dan lamanya bergabung dalam

kelompok/grup usaha apabila perusahaan tergabung dalam afiliasi
kelompok/grup usaha.



B. Data Penanggung Jawab Perusahaan
1. Direksi/Pimpinan Perusahaan

- Diisi sesuai jumlah direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum
dalam akta pendirianfakta perubahan perusahaan atau buktd
pecnetapan lainnya.

- MNama

- Jabatan
- Kebangsaan :

: Diisi nama direksi/pimpinan perusahaan sesuai

Jabatannya.

: Diisi nama jabatan direksi/pimpinan perusahaan.

o Untuk WNI harus dibuktikan dengan mengisi nomor induk
kependudukan (NIK) serta melampirkan KTP secara elelctronik

o Untulk WNA:

Negara Asal, diisi sesuai dengan negara asal dircksi/pimpinan

perusahaan,

* Paspor, harus dibuktikan dengan mengisi nomor dan masa
berlaku (berakhir] paspor direksi/pimpinan perusahaan serta
melampirkannya secara elektronik.

* IMTA, harus dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal

IMTA direksi/pimpinan perusahaan serta melampirkannya
secara elektronik

- NPWP

- Alamat

» Diisi 15 (lima belas) angka NPWP Direksi/Pimpinan

perusahaan sesuai yang tercantum dalam Kartu NPWP.

¢ Duisi alamat direksi/pimpinan perusahaan sesuai

dengan bukti identitas yang bersangkutan. Tatacara
pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan /desa,
kecamatan, kota/ kabupaten, provinsi, kode
pos,telepon, faksimili, dan email sama dengan tatacara
pengisian kantor

- Apabila Pengguna Jasa berbentuk CV, isikan dengan data sekutu altif
2. Komisaris /Pemilik Perusahaan
- Diisi sesuai jumlah Komisaris/Pemilik perusahaan yang tercantum

dalam akta pendirianfakta perubahan perusahasn atau bukt
penetapan lainnya.

- Nama

- Jabatan

: Diisi nama Komisaris/Pemilik perusahaan sesuai

jabatannya.

: Diisi nama jabatan Komisaris/Pemilik perusahaan.



- Kebangsaan

o Untuk WNI harus dibuktikan dengan mengisi nomor induk
kependudukan (NIK) serta melampirkan KTP secara elektronik

o Untuk WNA:

* MNegara Asal, diisi sesuai dengan negara asal direksi/pimpinan
perusahaan.

* Paspor, harus dibuktikan dengan mengisi nomor dan masa
berlaku (berakhir) paspor direksi/pimpinan perusahaan serta
melampirkannya secara elekironik.

NPWP - Diisi 15 (lima belas) angka NPWP Komisaris/Pemilik
sesuai yang tercantum dalam Kartu NPWP,

Alamat t Diisi alamat Komisaris/Pemilik perusahaan sesuaj
dengan bukti identitas yang bersangkutan. Tatacara
pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan /desa,
kecamatan, kota/ kabupaten, provingi, kode
pos,telepon, faksimili, dan email sama dengan tatacara
pengisian kantor

- Apabila Pengguna Jasa berbentuk CV, isikan dengan data sekutu pasif
3. Struktur organisasi perusahaan

Dipilih sesuai jumlah tingkatan organisasi di bawah pimpinan tertinggi
perusahaan.

- Apabila pengguna jasa merupakan perorangan agar dipilih “Lainnya®,
4. Jumlah karyawan perusahaan saat ini
Diisi sesuai jumlah karyawan perusahaan (tetap atau kontrak).

C. Data Keuangan Perusahaan

s Data laporan keuangan perusahaan

Diisi sesuai data yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan
(maksimal 2 tahun terakhir).

Tanggal laporan keuangan  : Diisi  tanggal laporan keuangan
perusahaan dibuat,

Periode laporan keuangan : Diisi tanggal awal dan tanggal akhir
periode laporan keuangan perusahaan.

Pengisian data angka laporan keuangan dilakukan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berilout ;

v Tanpa menggunakan tanda pemisah “.* maupun =",
¥ Angka pecahan di belakang koma dibulatkan ke atas,



v Data laporan keuangan yang menunjukkan nilai negatif harus
diawali dengan tanda baca “-* {minus).

¥ Diisi dengan menggunakan mata uang rupiah.

- Pendapatan/penjualan

Laba frugi kotor

: Diisi angka pendapatan bersih apabila

merupakan perusahaan jasa dan/atau
angka penjualan bersih  apabila
merupakan perusahaan perdagangan /
produsen.

; Diisi  angka laba/rugi kotor yang

merpakan selisih
pendapatan/penjualan dengan harga
pokok penjualan.

- Beban administrasi dan penjualan : Diisi angka beban administrasi

- Laba / rugi bersih

- Aset lancar
- Aset tidak lancer
Tolal aset

- Liabilitas jangka pendek

- Liabilitas jangka panjang

- Total liahilitas

Total ekuitas

dan penjualan dan/atau beban-beban
vang tidak berkaitan langsung dengan
pendapatan/ penjualan.

: Diisi angka laba/rugi bersih setelah

pejak (apabila pajak dibayar/diakui).

: Diisi angka total aset lancar.
: Diisi anghta total aset tidak lancar.

: Otomatis diisi jumlah aset lancar dan

aset tidak lancar.

: Diisi angka total liabilitas jangka

pendek /hutang lancar.

: Diisi angka total liabilitas jangka

panjang. Apabila perusahaan memiliki
hutang/kewajiban lainnva maka total
hutang/kewajiban lainnya tersebut
dimasukkan dalam total hutang jangka

panjeang.

: Otamatis diisi angka total liabilitas

(liabilitas jangka pendek dan liabilitas
jangka panjang).

: Dtomatis diisi angka selisih Total aset

dengan Total liabilitas

Fekening bank atas nama perusahaan
Diisi seluruth rekening bank yang dimiliki perusahaan.

- Diisi nama bank, nomor rekening, nama pemilik yang tercantum pada
rekening,  jenis rekening dan jenis valuta rekening bank



- Dibuktikan dengan melampirkan bukti kepemilikan seluruh rekening
atas nama perusahaan secara elektronik

Audit akuntan publil
- Audit aluntan publik adalah  audit terhadap perusahaan vyang

dilakukan oleh akuntan publik dalam rangka memberikan pendapat
atas kewajaran laporan keuangan perusahaan.

- Dipilih "Pernah” atau “Tidak®.
- Dalam hal *Pernah®, diisi nama akuntan publik, tahun laperan, opini
atas hasil audit akuntan publik, serta dibuktikan dengan melampirkan

laporan hasil audit (opini audit) secara elektronik apabila perusahaan
pernah diaudit oleh kantor akuntan publik.

Audit DJBC
- Audit DJBC adalah audit kepabeanan dan/atau audit cukai yang

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap
perusahaan.

- Dipilih “Pernah” atau *Tidak®,
- Dalam hal “Pernah®, diisi nomor LHA, Periode Audit terakhir, besarnya
Temuan Audit Terakhir, serta dibuktikan dengan melampirkan laporan

hasil audit DJBC secara elektronik apabila perusahaan pernah diaudit
oleh DJRBRC,

Audit DJP

- Dipilih “Pernah” atau “Tidak”,

- Dalam hal “Pernah”, diisi nomor LHP, Periode Audit terakhir, serta
dibuktikkan dengan melampirkan laporan hasil pemeriksaan DJP secara
elektronik apabila perusahaan pernah diaudit oleh DJP,

Memiliki unit audit internal

- Dipilih “¥a" apabila perusahaan memiliki unit audit internal dalam
struktur organisasi perusahaan.

- Dipilih *Tidak" apabila perusahaan tidal memiliki unit audit internal
dalam struktur organisasi perusahaan.

Aplikasi sistem akuntansi

- Dipilih sesuai jenis penyelenggaraan pembukuan yang diterapkan oleh
pcrusahaan,

- Dalam hal penyelenggaraan pembukuan secara manual, maka dipilih
"Manual tanpa bantuan komputer”.

- Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program
umum dalam komputer (misalnya Microsoft Office), maka dipilih
“Manual dengan bantuan komputer”,



- Dalam hal penyclenggaraan pembukuan dilakukan dengan program
aplilasi aluntansi dalam komputer {misalnya MYOBJ, maka dipilih
“Manual dan EDP".

- Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program
aplikasi akuntansi yang khusus untuk perusahaan tersebut dengan

menggunakan server komputer sendiri, maka dipilih “Electronic Data
Processing (EDP)".

8. Memiliki IT lnventory

- Dipilih "Ya* apabila perusahaan memiliki sistem informasi persediaan
berbasis komputer.

- Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki sistem informasi
persediaan berbasis komputer.

D.1. Data Khusus Importir
l.  Angka Pengenal Importir (API)

Diisi notnor dan tanggal APl yang dimilild perusahaan serta instansi
penerbit API.

2. Jenis importir

Dipilih sesuai jenis APl yang dimiliki Importir, yaitu Importir Produsen
atau Importir Umum.

3. Jenis usaha sesuai API

- Jika importir produsen, diisi jenis usaha sesuai vang tercantum dalam
APIL,

- Jika importir umum, diisi jenis barang/jasa/dagangan utama sesuai
yang tercantum dalam APIL.

D.2. Data Khusus Eksportir
1. TDP/TDUR/TDI
- Dipilih salah satu antara TDP, TDUP atau TDI.

- Diisi nomor, tanggal, dan masa berlaku TDP, TDUP atau TDI sesuai
pilihan.

D.3. Data Khusus PPJK
- Ahli kepabeanan

- Diisi sesuai jumlah ahli kepabeanan yang terdaftar / dimiliki oleh
perusahaan.

- Nama : Diisi nama ahli kepabeanan.



- Jabatan : Diisi jabatan ahli kepabeanan dalam perusahaan.
- Nomor seri sertifikat : Diisi nomor seri sertifikat ahli kepabeanan.
Nomor sertifikat : Diisi nomor dan tanggal sertifikat ahli kepabeanan.
2. SIUJPT
- Diisil nomor, tanggal, dan masa berlaku SIUJPT
3. TDP/TDUFR/TDI
- Dipilih salah satu antara TDP, TDUP atau TDL

- Diisi nomor, tanggal, dan masa berlaku TDP, TDUP atau TDI sesuai
pilihan.

D.4. Data Khusus Pengangkut
1. Jenis usaha anglkutan

- Dipilih sesual jenis usaha angkutan, angkutan laut danfatan
angkutan udara [dapat lebih dari satu).

- Nomor perizinan dan tanggal : Diisi nomor dan tanggal surat izin usaha
angkutan terkait yang dimiliki perusahaan.

2. Sarana penganghkut vang dimiliki :
a. Sarana penganglkut laut
- Diisi sejumlah sarana pengangkut vang dimilili.

- Nama sarana pengangkut : Diisi nama sarana penganghut
sebagaimana yang tercantum pada lambung / badan sarana
penganglat.

- Nomor register : Diisi nomor register sarana penganglkut,

- Kapasitas muatan : Diisi jumlah kapasitas maksimal penumpang
{orang) dan / atau barang (dalam MT).

- Jenis trayek : Dipilih antara “Tidak terjadwal® atau “Terjadwal".
Apabila dipilih *Terjadwal” maka harus diisi rute travek.

b. Sarana pengangkut udara ;
- Diisi sejumlah sarana pengangkut yang dimiliki.
- Nama sarana pengangkut : Diisi nama sarana penganghkut

scbagaimana vang tercantum pada lambung / badan sarana
penganghkut.

- Nomor register : Diisi nomor register sarana pengangkut.
- JJenis sarana pengangkut : Dipilih antara “Penumpang” atau “Kargo”.

- Jenis trayek : Dipilih antara “Tidak terjadwal® atau “Terjadwal™.
Apabila dipilih *Terjadwal® maka harus diisi rute trayek.



D.5. Data Khusus Pengusaha TPS

1.

Surat Keputusan Sebagai Pengusaha TPS

Diisi dengan nomor, tanggal, dan masa berlaku keputusan penetapan
sebagai TPS

Bentuk TPS

Diisi bentuk TPS (lapangan penimbunan/ lapangan penimbunan peti
kemas/ gudang penimbunan, tangki penimbunan)

D.6. Data Khusus PJT

1.

Izin Penyelenggaraan Pos
Diisi dengan nomor dan tanggal izin penyelenggaraan pos
Ahli kepabeanan

- Diisi sesuai jumlah ahli kepabeanan yang terdaftar / dimiliki oleh
perusahaan.

- Nama : Diisi nama ahli kepabeanan.
- Jabatan : Diisi jabatan ahli kepabeanan dalam perusahaan.
- Nomor seri sertifikat : Diisi nomor seri sertifikat ahli kepabesanan.

- Nomor sertifikat : Diisi nomor dan tanggal sertifikat ahli kepabeanan,

E. Nilai Tambah Perusahaan

1.

Data Fasilitas Kepabeanan
- Dipilih *Ada” atau “Tidak".
- Dalam hal *Ada®, diisi Jenis fasilitas, nomor, tanggal, dan masa berlaku

keputusan serta kantor pabean pengawas terkait fasilitas kepabeanan
vang dimiliki.

Sertifikat Manajemen Mutu {ISO)

- Dapilih “Ada” atau "Tidak".

- Dalam hal "Ada”, diisi nomor, tanggal, dan masa berlaku sertifikat
serta lembaga vang mengeluarkan.

Ahli Kepabeanan (selain PPJK dan PJT)

- Dipilih ®*Ada”® atau *Tidak".

- Dalam hal "Ada™:

» Diisi sesuai jumlah ahli kepabeanan yang terdaftar | dimiliki oleh
perusahaan.

» Nama : Diisi nama ghli kepabeanan.



= Jabatan : Diisi jabatan ahli kepabeanan dalam perusahaan.
Nomor seri sertifikat : Dilsi nomor seri sertifikat ahli kepabeanan.

* Nomor sertifikat : Diisi nomor dan langgal sertifikat ahli
kepabeanan.

4. Tergabung dalam asosiasi usaha
- Dipilih “Ya" atau “Tidal".

- Dalam hal *Ya", diisi nama asosiasi dan tanggal terdaftar dalam
keanggotaan asosiasi.

5.  Penelitian Lapangan
Dilsi oleh Petugas Penelitian Lapangan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-ttd-
HERU PAMBUDI

Salinan sesual dengan aslinya

Bigrajot
NIP=19650315 198601 2 001



LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAMN CUKAIL
NOMOR : FER: 04/BC/2017
TENTANC

PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI HEPABEANAN

KOFP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN REGISTRASI KEPABEANAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Ry

Jabatan : ; I A

Nomor Kartu [dentitas : e B T b PR PR
Tempst dan Tanggal Lahit 1o ommeissimiiiod () iemncierns e e
Alamat i v A T D s i e R

Menyatakan hal-hal sebagai berikut ;
1. Bahwa saya *):
! melakukan sendiri pengisian data Registrasi Kepabeanan

menguasakan pengisian data Registrasi Kepabeanan
(lampirkan surat kuasa)
2. Bahwa seluruh data yang telah diisikan dalam formulir isian Registrasi Kepabeanan adalah benar
dan dapat dipertanggungjawabkan,

3. Bahwa seluruh dokumen yang telsh dilampirkan terkait Registrasi Kepabeanan adalah sesuai
dengan aslinya.

4. Bahwa seluruh dokumen yang telah dilampirkan dapat digunakan sebagai alat bukti vang sah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari
siapapun serta bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul.

.......................... [
bl BT : SO (.4 I
Jabatan ............ (1) PO

(dibubuhi materai dan stempel perusahaan)

Keterangan:
*} Pilih salah satu dengan tanda (¥ atau X)



Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)

Angka (4)

Angka (5)
Angka (6)
Anglka (7]
Angka (8)
Anglka (9)

Petunjuk Pengisian
Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan

» Diisi dengan nama yang bertanda tangan di surat pernyataan
. Diisi dengan jabatan yang bertanda tangan di surat permyataan

(direktur/presiden  direktur/direktur utama/pimpinan  perusahaan
lainnya)

: Diisi dengan nomor kartu identitas yang bertanda tangan di surat

pernyataan

: Diisi dengan tempat dan tanggal lahir yang bertanda tangan di surat

pernyataan

: Diisi dengan alamat yang bertanda tangan di surat pernyataan
: Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun dibuatnya surat pernyataan

: Diisi tanda tangan yang membuat surat pernyataan

: Diisi nama yang membuat surat pernyataan

: Diisi jabatan yang membuat surat pernyataan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-tidd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesual dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

NIR. 1965

e
"“L“.-.-L"rf:.’:li_l-'

.
=

03Y5 198601 2 001



LARMPIRAN 11

PERATURAN DIRERTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIL
NOMOR : FER-O4 fBC S2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRAS] KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

08w A e

BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN
NOMOR:...(2).. /BC.02Z/BC-RK.01/20,..(3)...

Sesual dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK 04/2016
tanggal 24 MNovember 2016 tentang Registrasi Kepabeanan, kami flelah menerima

sl b sgcara lengkap atas nama ;
Nama Perusahaan B A R B A PR s s e
Alamat PR PR Lo IR .. (R
satiE R R tersebut kami terima dengan catatan bahwa :
1. BC-RK.D1 ini merupakan bukl bahwa ..., (4) i ... yang Saudara ajukan telah

diterima oleh Direkltorat Jenderal Bea dan Cukai secara lengkap dan jelas, serta memenuhi
persyaratan untuk dilakukan proses penelitian adminisirasi.

2. Keputusan persetujuan atau penolakan ... (2)eiiiirierireen.....BKEN  diberikan dalam
jangka waktu 1 (satu) han kerja berikutnya sejak tanggal BC-RK.01 ini dan akan diberitahukan
kepada Saudara melalui  Sistem  Aplikasi  Registrasi Kepabeanan pada laman
it dhenena. insw.go.id atau hitp:fweos. beacukal.go.id.

(B
1| T ,
ttd.
B [ 1) N
(TN & | NS

Dokumen ini tidsk memerukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara olomatis cleh Sistem
Aplikasi Registrasl kepabeanan

KODE DOKUMEN : BC-RE.0L



Petunjuk Pengisian
Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan

Angka (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan
Angka (2) : Diisi nomor surat keluar untuk penomoran BC-RE.01
Angka (3] : Diisi tabun penerbitan BC-REK.01

Angka [4) :a. Diisi “permohonan Registrasi Kepabeanan” dalam hal penerimaan
atas permohonan Registrasi Kepabeanan; atau

b. Diisi “pemberitahuan perubahan data Registrasi Hepabeanan™

dalam hal penerimaan atas pemberitahuan perubahan data
Registrasi Kepabeanan

Angka (5) : Dilsi nama perusahaan

Angla (6) @ Diisi NPWP perusahaan

Angka (7) : Diisi alamat perusahaan

Angka (8) : Diisi tanggal, bulan, tahun penerbitan BC-RE.01
Angka (9) : Diisi dengan nama jabatan

Angka (10): Diisi nama pejabat yang menerbitkan

Angka (11): Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CURAL,
-ttd-
HERU PAMBILTM

Saunan sesuai dengan aslinya
s Direktorat Jenderal

/pala 415."1.;- Umum
w%\ )

?ﬁjaﬂ Martini
NIP 19650315 198601 2 001




LAMPIRAMN IV

PFERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL
NOMOR @ PER-04/BC /2017

TENTANG

PETUNJUE PELAHSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

BUKTI PENGEMBALIAN PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN
NOMOR:...(2).. /JBC.OZBC-RK.02/20.. (3)...

Sesual dengan Peraturan Menleri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK. 042016

tanggal 24 MNovember 2016 tentang Registrasi Kepabeanan, st sty o A e i alas
nama:

Mama Perusahaan BL iR e I L L e R

NPWP S Sy T . . | T

Alamat I L

Untuk proses lebih lanjut, Saudara dapat mengirimkan kembali ... (4)inn
dengan memperhatikan alasan pengembalian di atas, melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabsanan
pada laman hilp/'www.insw.go.id atau hitp:/www.beacukal go.id.

............. 5 L1
i - L T ,

.

_____________ TR I

NIP .......{14).

Dokumen ini tdak memesukan tanda tangan pejabal terkait karena diterbitkan secera otomatis oleh Sistemn
Aplikasi Regisirasi Kepabeanan

KODE DOKUMEN : BC-RK.02



Angka [1}
Angka (2]

Angka (3)
Angka (4)

Angka (5)
Angka (6)
Anghka (7)
Angka (8)
Angka (9)

Petunjuk Pengisian
Bukti Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan

: Diisl dengan nama kantor vang menerbitkan
: Diisi nomor surat keluar untuk penomoeran BC-RE.02

: Diisi tahun penerbitan BC-RE.02
ta. Diisl “permohonan Registrasi Kepabeanan® dalam hal pengembalian

atas permohonan Registrasi Kepabeanan

b. Diisi “pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan”

dalam hal pengembalian atas pemberitahuan perubahan data
Registrasi Kepabeanan

: Dilsl nama perusahaan

: Diisl NFWP perusahaan

: Diisi alamat perusahaan

: Diisi nomor urut dokumen

: Diisi nama salinan dokumen
Angka (10):
Angka (11):
Anglka (12):
Angka (13):
Angka (14):

Diisi alasan pengembalian

Diisi tanggal, bulan, tahun penerbitan BC-RK.02
Diisi dengan nama jabatan

Diisi nama pejabat yang menerbitkan

Diisi NIF pejabat yang menerbitkan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBIIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

-'.\ H_F._,_,a—-—

o

Ak

|
i s
i raj: u-r.j;n‘ij ini
-'.-]. 550

415 198601 2 001



LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : FER-04/BC/2017

TENTANG

FETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI HEFABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

MNomor - S-...(2)... BC.OZBC-RK.03/20...(3). . FRSTRN & R
Sifat : Blasa
Hal : Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeaanan
Yth. Pimpinan ............... {5)...
Rt . SRR,

Sesual dengan pasal 6A Undang-Undang Momor 10 tahun 1995 lentang Kepabeanan
sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomar 17 tahun 2006 dan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Momor 179/PMK.04/2016 tanggal 24 November 2016 tentang
Registrasi Kepabeanan, dengan ini disampaikan bahwa ;

NPWP i) R
Mama Perusahaan - JERESSTIUNRASRISE ... | TRRTSR
Alamat SRR |- | S
diberikan Akses Kepabeanan sebagai ............... SRk B

Data perusahaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat pemberilahuan ini.

Surat pemberitahuan ini bersifat pribadi, penyalahgunaan surat pemberitahuan ini cleh pihak lsin
merupakan risike dan langgung jawab pemilik Akses Kepabsanan.

Demikian disampaikan.

QRODDE RPNt | | L

Nomor Referensi @ ....(12).........

Dokumen ini tidak memerukan tanda langan pejabat terkait karena dilerbitkan secara olomatis aleh Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan

KODE DOKUMEN: BC-RE.03



QRCODE Lampiran Surat
Nomor : 5-...(2)... [BC.O2BC-RK.03/20...(3)...
Tanggal: ......(4).......

Data Pengouna Jasa Kepabeanan
NOWNP - s T it
Mama Perusahaan Y il )
TORTODUTDUR » Nomor ....{13).... / Tanggal ... {14)....
AP » Nomor _._.(15).... / Tanggal ... {18)....
SIUPAL/SIUALISIUWIPT » Momor ....(17).... / Tanggal ... {18).....
SKEP TPS . Momor ....(19).... / Tanggal ... {20).....
[zin Penyeienggaraan Pos . Momor ....(21).... / Tanggal ... {22)....
Nama Penanggung Jawab TURE 2 e
Ahll Kepabeanan JPPRRY .. | L
Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang/Pabrik  : .......(25)........
NPWP Kantor Pusat/Kantor Cabang/Pabrik  © .......(28)........

KODE DOKUMEN: BC-RK.03



"'|II GERACE |

Anglea (1)
Angla (2]

Angla (3]

Angka (4]

Angka (5)

Angka ()

Angka (7)

Angka (8)

Angka (9]

Angka (10)
Anglea (11)
Angka [12)
Angka (13)
Angka (14)
Anglka (15)
Angka [16]
Angka (17)
Angla (18]
Angka (19)
Angka (20)
Angka [21)
Angka (22)
Anghka [23)
Angka [24)
Angka (25)
Angka (26)

Petunjuk Pengisian
Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan

Dilsi dengan nama kantor yang menerbitkan

Diisi nomor surat keluar untuk penomoran BC-RK.Q5 sesuai

dengan kantor yang menerbitkan
Diisi tahun penerbitan BC-RK.03

Diisi tanggal, bulan, tahun penerbitan BC-RK.03

Diisi nama perusahaan

Dii=i alamat perusahaan

Diisi NPWP perusahaan

Diisi sesuai jenis keglatan pengguna jasa

Diisi dengan nama jabatan

Diisi nama pejabat yang menerbitkan

Diisi NIF pejabat yang menerbitkan

Dii=l nomor referensi

Diisi nomor TDP
Diisi tanggal TDP
Diisi nomor API
Diisi tanggal APl

Diisi nomor SIUPAL/SIUAU /SIUJPT

Diisi tanggal SIUPAL/SIUAU/SIUJPT

Diisi nomor Surat Keputusan Pengusaha TPS
Diist tanggal Surat Keputusan Pengusaha TPS
Diisi nomor lzin Penyelenggaraan Pos

Diisi tanggal Izin Penyelenggaraan Fos

Diisi nama penanggung jawab

Diisl nama Ahli Kepabeanan

Diisi alamat kantor pusat / cabang / pabrik
Dilsi NFWF kantor pusat / cabang / pabrik

Salinan sesuai dengan aslinya

T 12. 1.

* I|II

¥
T - P

<8 %

ol
1

SEIEI taris Direktorat Jenderal
Y L 1™

A

fu;"gf_ _1{_!;1:@]3. 1 Umum

5 Indrajadi Martin

“NHE19650315 198601 2 001

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIL,
-ttd-

HERU PAMBUDI



LAMPIRAN W1

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CLEAL
MOMOR : PER-O4,/BC /2017

TENTAMG

PETUMIUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPAREAMAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Momor : 5-.42)... IBC.O2/BC-RK.04/20,..{3)... SR - 1 T
Sifat : Biasa
Hal : Penolzkan Permohonan
W ) S
¥th. Pimpinan ............... 1. CAS—
e i e o [ e N it das

Sesual dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomar 179/PMK.04/2016
tanggal 24 Movember 2016 tentang Registrasi Kepabeanan, dengan ini disampaikan bahwa
............. (5} cieniienesyang diajukan;

Mama Perusahaan =SSR AV . | RSO
Alamat B O R N A o i e R s i s

tidak dapal kami setujui, dengan alasan sebagaimana lampiran surat ini.

Saudara dapat mengajukan kembali ..........(5)............... melaly Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan pada laman hitp:iwww insw.go id atau hito:www. beacukal.qo.id dengan

perbaikan sebagaimana rekomendasi pada lampiran surat ini.

_____________________ (9)... .
Ttd

K11 T
PP .o (11},

Dokurnen Ini idak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karana ditesbitkan secara otomatis oleh Sisten
Aplikasi Registrasi Kepabeanan

KODE DOKUMEM: BC-RE.04



Lampiran Surat
Nomar : 5-...(2)... [BC.02/BC-RK.04/20...(3)...

Tanggal : ._....(4).......

Rekomendasi Penolakan it o e e

E——

i L o

e R e s

uﬁh

KODE DOKUMEN: BC-RK.04



Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Anghka (4)
Angka (5)

Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)

Petunjuk Pengisian
Pemberitahuan Penolakan Permmohonan

: Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

.
L

Diisi nomor surat keluar untuk penomoran BC-RK.04 sesuai dengan
kantor yang menerbitkan

: Dilsi tahun penerbitan BC-REK.04
: Dilisi tanggal, bulan, tahun penerbitan BC-RE.04
& Diisi “permohonan Registrasi Kepabeanan™ dalam hal penolakan

atas permohonan Registrasi Kepabeanan

b. Diisi “"pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan”
dalamm hal penolakan atas pemberitahuan perubahan data
Registrasi Kepabeanan

: Diisi nama perusahaan

: Diisi alamat perusahaan
: Diisi NPWP perusahaan
Angka (9)
Angka (10): Diisi nama pejabat yang menerbitkan

Angka (11): Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

Angka [12): Diisi Alasan penolakan beserta rekomendasi perbaikan

Diisi dengan nama jabatan

DIREEKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretarls Direktorat Jenderal
ag,b.

oy

\&E 1\'hIn d.ra]g,ti *

M:

.q..
_.;.l

artini

NTP-10650315 198601 2 001



LAMPIRAN WII

FERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CLUKAL
NOMOR : PER-04,/BC,/2017

TENTANG

FETUNJUK PELAKSANAAN REGISTHRASI KEPABEANAN

A. TATA CARA REGISTRASI KEEPABEANAN

I. Pengguna Jasa :

1.  Melakukan pendaftaran pengguna (userd pada laman (website)
Indonesia National Single Window di alamat hitp:// o insen, go, id
atau pada laman (website) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di
alamat http:/ / wuww. beacukai go. id.

2. Menerima pemberitahuan user name dan password melalui surat
elektronik (e-mail) yang didaftarkan pada saat pendaftaran user.

3. Login ke Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan melalul laman
(website) Indonesia National Single Window di  alamat
http:/ / wnow, insw.go.id atau laman (website) Direktorat Jenderal Bea
dan  Cukai di alamat htp:/ /www beacukaigo.id — dengan
menggunakan user name dan password yang telah diterima.

4. Mengisi NPWP dan E-FIN untuk mengakses ke Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan.

5. Menerima hasil pengecekan NPWP dan E-FIN dari Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan, dalam hal:

5.1. NFWF dan E-FIN sesuai, maka akan dilanjutkan dengan proses
pengecekan KSWP.

5.2. NFWF dan E-FIN tidak sesuai, maka Pengguna Jasa tidak dapat
melanjutkan  Proses Registrasi Kepabeanan, dan  harus
menghubungl Kantor Pelayanan Pajak setempat.

6.  Menerima hasil pengecekan Keterangan Status Wajib Pajak (KSWF),
dalam hal

6.1. KSWP berstatus valid, maka Pengguna Jasa dapat melanjutkan
Proses Registrasi Kepabeanan;

6.2. KSWP berstatus tidak valid, maka Pengguna Jasa tidak dapat
melanjutkan FProses Registrasi Kepabeanan, dan harus
menghubungi Kantor Pelayanan Pajak setempat.

7. Mengisi formulir isian Registrasi Kepabeanan dan melampirkan
salinan dokumen secara elektronik melalui sistem aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

8. Mengirimkan isian formulir dan salinan dokumen Registrasi
Kepabeanan melalui sistem aplikasi Registrasi Kepabeanan

9. Menerima Buktl Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan
(BC-RE.01) melalui sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam
hal salinan dokumen Registrasi Kepabeanan lengkap, |elas, dan
masih berlaku.



10.

11.

12.

13.

14,

Menerima Bukti Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan
(BC-REK.02) melalui Sistemm Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam
hal hal salinan dokumen Registrasi Kepabeanan tidak lengkap, tidak
jelas, atau tidak berlaloa.

Menerima Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan [BC-
REK.03) melalui Sistem Aplikasi Repgistrasi Kepabeanan, dalam hal
permohonan Registrasi Kepabeanan disetujui.

Menerima Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-
EK.04) yang diterbitkan Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal
permohonan Registrasi Kepabeanan ditolalk.

Pengpuna Jasa memperbaiki dan mengajukan kembali Permohonan
Registrasi Kepabeanan sesuail dengan hasil penolakan.

Menernima Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-
RK.03) melalui jasa pengiriman surat.

Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan :

14

Menerima pendaftaran pengguna [user) untuk mendapat user name
dan password.

Menerbitkan dan menginmkan user name dan password kepada
Penggana Jasa melalui surat elekironik (e-mail)] vang didaftarkan.

Melakukan pengecekan NPWP dan E-FIN yang disikan Pengguna
Jasa,

Melakukan pengecckan Keterangan Status Wajib Pajak [(KSWP)
Pengguna Jasa.

Melakukan wvalidasi atas kelengkapan isian formulir dan salinan
dokumen Registrasi Kepabeanan.

Mengirim respon pencolakan Isian Registrasi Kepabeanan kepada
Pengguna Jasa, dalam hal isian formulir atau salinan dokumen
Registrasi Kepabeanan tidak memenuhi syarat validasi.

Menerima isian formulir dan salinan dokumen Registrasi
Kepabeanan dari Pengguna Jasa dan meneruskan kepada Analis
Registrasi Kepabeanan.

Menyampaikan Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi
Kepabeanan (BC-RK.01) kepada Pengpuna Jasa, dalam hal salinan
dokumen Registrasi Kepabeanan lengkap, jelas, dan masih berlaku.

Menvampaikan Bukti Pengembalian Permohonan Registrasi
Kepabeanan (BC-RK.02) kepada Pengguna Jasa, dalam hal salinan
dokumen Hegisirasi Kepabeanan tidak lengkap, tidak jelas, atau
tidak berlak.



III.

10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

15,

Menyvampaikan  data Pengguna Jasa pemochon Registrasi
Kepabeanan dan rekomendasi hasil penelitian kelengkapan
permohonan  Registrasi Kepabeanan dari Analis Registrasi
Kepabeanan kepada Kepala Seksi.

Menerima respon penclakan permohonan Registrasi Kepabeanan
dari Kepala Seksi.

Menyampaikan Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan
[BC-RK.04) kepada Pengguna Jasa, dalam hal Kepala Seksi menolak
permohonan Registrasi Kepabeanan.

Menyampaikan usulan  persetujuan permohonan  Registrasi
Kepabecanan kepada Kepala Subdit, dalam hal Kepala Seksi
menyetujul permohonan Registrasi Kepabeanan,

Menerima respon persetujuan permchonan Registrasi Kepabeanan
dari Kepala Subdit.

Menyampaikan Surat Pemberitahuan FPemberian Akses Kepabeanan
(BC-RK.03) kepada Pengpuna Jasa,

Menyampaikan usulan  penclakan permohonan  Registrasi
Kepabeanan kepada Kepala Subdit, dalam hal Kepala Seksi menolalk
permohonan Registrasi Kepabeanan.

Menerima respon penoclakan permohonan Registrasi Kepabeanan
dari Kepala Subdit.

Menyarnpaikan Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan
(BC-RK.04) kepada Pengpuna Jasa, dalam hal Kepala Subdit
menolak permohonan Registrasi Kepabeanan.

Melakukan penilaian atas Isian Registrasi Kepabeanan.

Direktorat Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Evaluasi Dan
Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan:

1.

Analis Registrasi Kepabeanan :

1.1 Menerima data isian formulir dan salinan dokumen Registrasi
Kepabeanan dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan,

1.2 Melakukan penelitian kelengkapan salinan dolumen Registrasi
Kepabeanan.

1.3 Menerbitkan Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi
Kepabeanan (BC-RK.01) dalam hal salinan dokumen Registrasi
Kepabeanan lengkap, jelas, dan masih berlaku.

1.4 Menerbitkan Bukti Pengembalian Permohonan Registrasi
Kepabeanan (BC-RK.02) dalam hal salinan dokumen Registrasi
Kepabeanan tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak berlaku,



1.5 Meneruskan hasil penelitian kelengkapan isian formulir dan
salinan dokumen kepada Kepala Seksi melalui Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan.

Kepala Seksi :

2.1 Menerima data isian formulir dan salinan dokumen Registrasi
Kepabeanan dan hasil pencliian oleh Analis Registrasi
Kepabeanan darl Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

2.2 Melakukan penelitian administrasi terhadap kesesuaian data
1sian formulir dan salinan dokumen Registrasi Kepabeanan.

2.3 Menyampaikan usulan  persetujuan  atau  penolakan
permohonan Registrasi Kepabeanan kepada Kepala Subdit
melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

2.4 Menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Registrasi
Kepabeanan (BC-RK.0O4) melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan, dalam hal isian registrasi tidak sesuai dengan
salinan dokumen yang dilampirkan, salinan dokumen tidak
jelas, tidak lengkap, dan/atau tidak berlaku.

Kepala Subdirektorat :

3.1 Menerima data isian formulir dan salinan dokumen Registrasi
Kepabeatan dan usulan persetujuan atau penolakan Kepala
Seksi dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

3.2 Melakukan penelitian kewsajaran terhadap hasil penelitian
administrasi isian Registrasi Kepabeanan.

3.3 Menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Registrasi
Kepabeanan (BC-RK.04) melalui Sistern Aplikasi Registrasi
Kepabeanan dalam hal permohonan Regstrasi Kepabeanan
ditolak.

3.4 Menerbitkan — Surat Pemberitahuan  Pemberian Akses
Kepabeanan (BC-RK.03) dalam hal permohonan Registrasi
Kepabeanan disetujui.

Pengelola Hasil Registrasi Kepabeanan :

4.1 Mencetak Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan
(BC-RE.O3).

4.2 Mengirim Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan
(BC-RK.03) ke Pengguna .Jasa Kepabeanan melalui jasa
pengiriman surat,



B. TATA CARA REGISTRASI HKEPABEANAN KITE IKM

I.

Pengguna Jasga :

1.

o

Melakukan pendaftaran pengguna (user) pada laman {wehsite)
Indonesia National Single Window di alamat hitp:/ fwun, insw.go. id
atau pada laman (website) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di
alamat http://www, beacukai.qo.id,

Mencrima pemberitahuan user name dan password melalui surat
elektronik (e-mail) yang didaftarkan pada saat pendaftaran user.

Lagin ke Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan melalui laman
(tvebsite] Indonesia  National Single Window di alamat
hitp:/ Swirw.insw,.go.id atay laman (website) Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai di alamat hitpe/ fwiww. beacukai.go.id  dengan
menggunakan user name dan password vang telah diterima.

Mengisi NPWP dan E-FIN untuk mengakses ke Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan.

Menerima hasil pengecekan NPWP dan E-FIN darj Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan, dalam hal:

3.3. NPWP dan E-FIN sesuai, maka akan dilanjutkan dengan proscs
pengecekan KSWP,

5.4. NPWP dan E-FIN tidak sesual, maka Pengguna Jasa tidak dapat
melanjutkan Proses Registrasi Kepabeanan, dan harus
menghubungi Kantor Pelayanan Pajak setempat,

Menerima hasil pengecekan Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP),
dalam hal:

6.1, KBWP berstatus valid, maka Pengguna Jasa dapat melanjutkan
Proses Registrasi Kepabeanan;

6.2. KSWP berstatus tidak valid, maka Pengguna Jasa tidak dapat
melanjutkan  Proses Registrasi Kepabeanan, dan harus
menghubungi Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Mengisi formulir isian Registrasi Kepabeanan dan melampirkan
salinan dokumen secara elektronik melahii sistem aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

Mengirimkan isian formulir dan salinan dokumen Registrasi
Kepabeanan melalui sistem aplikasi Registrasi Kepabeanan

Menerima Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-
RE.03) melalui Sistern Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal
permohonan Registrasi Kepabeanan disetujui.
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II. Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan :

Menerima pendaftaran pengguna (user] untuk mendapat user name
tdan password.

Menerbitkan dan mengirimkan user name dan password kepada
Pengguna Jasa melalul surat elekironik (e-mail) vang didaftarkan.

Melakukan pengecekan NPWP dan E-FIN yang diisikan Pengguna
Jasa.

Melakukan pengecekan Heterangan Status Wajib Pajak  (KSWP)
Pengguna Jasa,

Melakukan validasi atas kelengkapan isian formulic dan salinan
dokumen Registrasl Kepabeanan.

Mengirim respon penolakan Isian Registrasi Kepabeanan kepada
Pengguna Jasa, dalam hal islan formulir atau salinan dokumen
Registrasi Kepabeanan tidak memenuhi syarat validasi.

Menerima isian formulir dan salinan dokumen Registrasi Kepabeanan
darl Pengguna Jasa dan mencruskan kepada Kepala Kantor Pabean.

Menerima respon persetujuan permohonan Registrasi Kepabeanan
dari Kepala Kantor Pabean,

Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan
[BC-RK.03) kepada Pengguna Jasa,

10. Melakukan penilaian atas Isian Registrasi Kepabeanan.

III. Kantor Pabean :
Kepala Kantor Pabean :

1y

Menerima data islan formulir dan salinan dokumen Registrasi
Kepabeanan dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

2. Melakukan penelitian administrasi isian Registrasi Kepabeanan.

- Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-

RK.03).

Mencetak Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-
RE.03).

Menyampalkan Surat Pemberitahuan Pemberian Akses HKepabeanan
(BC-RK.03) kepada Pengguna Jasa Kepabeanan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUEKAI,

Salinan sesual dengan aslinya

_Ehﬁtar:ls Direktorat Jenderal -ttd-
e T )
iy I{t‘.pala %ﬁﬂ Umum HERL PAMBUDI
rti.ﬂ-ﬂ-j I: I
e __.-"-.li“l".-.:ll
Iﬂdra_]cttf Martini

NIP 19650315 198601 2 001



LAMPTRAN VI

PERATURAN IMREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : FER-04/BC /2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKA|

'|lllllllllll-"l"!l'll'I'[1,---|1-:--|a-|.a-|..---—-|.-|...|...|.a.--u

MNomor @ 5-..(Z).. /BCOZBC-RK.05/20..43... . e} P
Sifal : Biasa
Hal :  Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan
Y PImpiaan ool i
b R I e SR R S PR

Sesual Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17%/PME.04/2016 tanggal 24
Movember 2016 tentang Registrasi Kepabeanan, kami telah melakukan perubahan data Registrasi
Kepabeanan atas nama :

Mama Perusahaan b S s e e e e,
NPWP L espramsmntnsarsinssarensanssase st B e ves v rarentte snres

Alamat R A | . LS
AREes Kepaboandn o it Y R

dengan data perusahaan menjadi sebagaimana lercantum dalam lampiran surat pemberitahuan ini.

Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan  dari  Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan nomor . .(8)...
tanggal......(10)....

Surat pemberitahuan ini bersifat pribadi, penyalahgunaan surat pemberitahuan ini oleh pihak lain
merupakan nsiko dan tanggung jawab pemilik Akses Kepabeanan.

Damikian disampaikan.

shra e S 5
ORCODE
tid.
........................... (12}
NIP L |
MNomor Referensi - ... [ 3

Dokumen inl tidak memerukan tanda tangan pejabal terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan

KODE DOKUMEN: BC-REK.05



QRCODE

Lampiran Surat
Momor : S-...(2)... /BC.02/BC-RK.05/20...(3)...
Tanggal : ......(4)..........

Data Pengguna Jasa Kepabeanan

NPWP ! i R i

Mama Perusahaan NI |- | IEPES

TDPTDUTDUP . Nomeor ....(15).... / Tanggal ... (18)....
AP : Nomer ....(17).... / Tanggal ... {18}, ..,
SIUPALISIUALISILIPT . Nomor .._.(18).... / Tanggal ... .{20).....
SKEP TPS : Nomer ..,.(21).... / Tanggal ... (22).....
|zin Penyelanggaraan Pos : Nomer ....(23).... f Tanggal ....(24).....
Nama Penanggung Jawab A29)...

Ahli Kepabeanan {286)...

Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang/Pabrik - ... (27)........

NPWP Kantor Pusat/Kantor Cabang/Pabrik - ... (28



Angka (1)
Angka (2

Angka (3)
Angka (4)
Angla (5)
Angha (6]
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka {11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)
Angka (16)
Angka (17)
Angla (18]
Angka (19)
Angka (20)
Angka (21]
Angka (22
Angka (23]

Petunjuk Pengisian
Surat Pemberitahuan Perubahan Data Akses Kepabeanan

Diisi dengan nama kantor yvang menerbitkan

Diisi nomor surat keluar untuk penomoran BC-RK.05 sesuai
dengan kantor yang menerbitkan

Diisi tahun penerbitan BC-RK.05
Diisi tanggal, bulan, tahun penerbitan BC-RK.05
[Diisi nama perusahaan
[is1 alamat perusahaan
Diisi NPWP perusahaan
Diisi sesuai jenis kegiatan pengguna jasa
Diisi nomor surat keluar untuk penomoran BC-RK.03
Diisi tanggal surat keluar untuk penomoran BC-RK.03
Diisi dengan nama jabatan
Diisi nama pejabat yang menerbitkan
Diisi NIP pejabat yang menerbitkan
Diisi nomeor referensi
Diisi nomor TDP
Diisi tanggal TDP
Diisi nomor API
. Diisi tanggal APl
Diisi nomor SIUPAL/SIUAU
Diisi tanggal SIUPAL /SIUAU
Diisi nomor Surat Keputusan Pengusaha TPS
Diisi tanggal Surat Keputusan Pengusaha TPS

Diisi nomor [zin Penyelenggaraan Pos



Angka (24) : Diisi tanggal Izin Penyelenggaraan Pos
Angka (25) Diisi nama penanggung jawab

Angka (26) : Diisl nama Ahli Kepabeanan

Angka (27) : Diisi alamat kantor pusat / cabang / pabrik

Angka (28) : Diisi NPWF kantor pusat / cabang / pabrik

DIRERTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIL
-ttd-
HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

fan Umum

KepalaZa

e
—

‘x ndra jatﬁgﬁrtmt
Inip Escféls 198601 2 001



I.

LAMPIRAN X

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL
NOMOR : PER-04/BC/2017

TENTAMNG

PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRAS] KEPABEANAN

TATA CARA PERUBAHAN DATA REGISTRASI KEPABEANAN

Pengguna Jasa Kepabeanan :

1.

Login ke Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan melalui laman [website)
Indonesia National Single Window di alamat http://www. insw,go.id atau
laman (website] Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di  alamai
hitp:/ fwunp. beacukaigo.id dengan menggunakan user name dan
password yang telah dimilikd.

Mengisi NFWF dan E-FIN untuk mengakses ke Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

Menerima hasil pengececkan NPWP dan E-FIN dari Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan, dalam hal:

3.1. NFWP dan E-FIN sesual, maka akan dilanjutkan dengan proses
pengecekan KSWP.

3.2. NPWP dan E-FIN tidak sesuai, maka Pengguna Jasa Kepabeanan
tidak dapat melanjutkan Proses Registrasl Kepabeanan, dan harus
menghubungi Kantor Pelayanan Pajak setempat,

Menerima hasil pengecekan Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP),
dalam hal:

4.1. KSWP berstalus valid, maka Pengguna Jasa Kepabeanan dapat
melanjutkan Proses Registrasi Kepabeanan;

4.2. KSWF berstatus tidak valid, maka Pengguna Jasa Kepabeanan lidak
dapat melanjutkan Froses Registrasi HKepabeanan, dan harus
menghubungi Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Mengisi formulir isian Registrasi Kepabeanan dan melampirkan salinan
dokumen terkait perubahan data Registrasi Kepabeanan secara elekironik
melalui sistem aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Mengirimkan isian formulir dan salinan dokumen terkait perubahan data
Registrasi Kepabeanan melalul sistem aplikasi Registrasi Kepabeanan

Menerima Bukti Penerimaan Penmnohonan Registrasi Kepabeanan (BC-
RK.01) melalui sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal salinan
dokumen terkait perubahan data Reglstrasi Kepabeanan lengkap, jelas,
dan masih berlaku.

Menerima Bukti Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-
RE.02) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal salinan
dokumen terkait perubahan data Reglstrasi Kepabeanan tidak lengkap,
tidak jelas, atau tidak berlaku.

Menerima Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan
(BC-RK.05) melalui Sistem Aplikas! Registrasi Kepabeanan, dalam hal
pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan disetujui,




IL.

10.

11.

14.

Menerima Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan [BC-
RK.(04) yeng diterbitkan Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal
pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan ditolak.

Pengguna Jasa Kepabeanan memperbaiki dan mengajukan kembali

pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan sesuai dengan
hasil penolakan.

Menerima Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan
(BC-RE.05) melalui jasa pengiriman surat.

Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan :

1.

10.

11.

Melakukan pengecekan NPWP dan E-FIN vang diisikan Pengguna Jasa
Kepabeanan.

Melakukan pengecekan Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP) Pengguna
Jasa Kepabeanan.

Melakukan validasi atas kelengkapan isian formulir dan salinan dokumen
terkait perubahan data Registrasi Kepabeanan.

Mengirim respon penclakan Isian Registrasi Kepabeanan kepada
Penggpuna Jasa Kepabeanan, dalam hal isian formulir atau salinan
dokumen Registrasi Kepabeanan tidak memenuhi syarat validasi.

Menerima isian formulir dan salinan dokumen terkait perubahan data
Registrasi Kepabeanan darl Pengguna Jasa Kepabeanan dan meneruskan
kepada Analis Registrasi Kepabeanan.

Menyampaikan Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan
(BC-RK.01) kepada Pengguna Jasa Kepabeanan, dalam hal salinan

dokumen terkait perubahan data Registrasi Kepabeanan lengkap, jelas,
dan masih berlaku.

Menyampaikan Bukti Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan
(BC-RK.02) kepada Pengguna Jasa Kepabeanan, dalam hal salinan
dokumen terkait perubahan data Registrasi Kepabeanan tidak lengkap,
tidak jelas, atau tidak berlaku,

Menyampaikan data Pengguna Jasa Kepabeanan yang memberitahukan
perubahan data Registrasi Kepabeanan dan rekomendasi hasil penelitian
kelengkapan dokumen pemberitehuan perubahan data Registrasi
Kepabeanan dari Analis Registrasi Kepabeanan kepada Kepala Scksi.

Menerima respon penolakan pemberitahuan perubahan data Registrasi
Kepabeanan dari Kepala Seksi.

Menyampaikan Surat Penclakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-
EK.04) kepada Pengguna Jasa Kepabeanan, dalam hal Kepala Seksi
menolak pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan.

Menyampaikan wusulan persetujuan pemberitahuan perubahan data
Registrasi Kepabeanan kepada Kepala Subdit, dalam hal Kepala Selsi
menyeiujul pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan.



12,

13,

14.

15,

16.

17.

Menerima respon persetujuan pemberitahuan perubahan data Registrasi
Kepabeanan dari Kepala Subdit.

Menyampaikan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (BC-RK.05) kepada Pengeuna Jasa Kepabeanan.
Menyampaikan usulan penolakan pemberitahuan perubahan data
Registrasi Kepabeanan kepada Kepala Subdit, dalam hal Kepala Seksi
menolak pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan.
Menerima respon penclakan pemberitahuan perubahan data Registrasi
Kepabeanan dari Kepala Subdit.

Menyampaikan Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan [BC-
RK.04) kepada Pengguna Jasa Kepabeanan, dalam hal Kepala Subdit
menolak pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan,
Melakukan penilaian atas Isian Registrasi Kepabeanan,

. Direktorat Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Ewaluasi Dan
Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan:

1.

Analis Registrasi Kepabeanan :

1.1 Menerima data isian formulir dan =alinan dokumen terkait
perubahan data Registrasi Kepabeanan dari Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan.

1.2 Melakukan penelitian kelenglapan salinan dokumen terkait
perubahan data Registrasi Kepabeanan,

1.3 Menerbitkan Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan
(BC-RK.01) dalam hal salinan dokumen terkait perubahan data
Registrasi Kepabeanan lengkap, jelas, dan masih berlaku.

1.4 Menerbitkan Bukti Pengembalian  Permohonan Regiatrasi
Kepabeanan (BC-RK.02) dalam hal salinan dokumen terkait
perubahan data Registrasi Kepabeanan tidak lengkap, tidak jelas,
atau tidak berlaku.

1.5 Meneruskan hasil penelitian kelengkapan isian formulir dan salinan
dolumen terkait perubahan data Registrasi Kepabeanan kepada
kepala Seksi melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Kepala Seksi :

2.1 Menerima data islan formulir dan salinan dokumen terkait
perubahan data Registrasi Kepabeanan dan hasil peneclitian oleh
Analis Registrasi Kepabeanan dari Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

2.2 Melakukan penelitian administrasi terhadap kesesuaian data isian

formulir dan salinan dokumen terkait perubahan data Registrasi
Kepaheanan.

2.3 Menyampaikan usulan persetujuan atau penolakan pemberitahuan
perubahan data Registrasi Kepabeanan kepada Kepala Subdit melalui
Sistem Aplikasi Registrasi Kepaheanan.



2.4 Menerbitkan Surat Penoclakan Permohonan Registrasi Kepabeanan
(BC-RK.04) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal
isian registrasi tidak sesual dengan salinan dokumen terkait
perubahan data yang dilampirkan, salinan dokumen tidak jelas, tidak
lengkap, dan/atau tidak berlaku.

Kepala Subdirektorat :

3.1 Menerima data isian formulir dan salinan dokumen terkait
perubahan data Registrasi Kepabeanan dan usulan persetujuan atau
penolakan Kepala Seksi dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

3.2 Melakukan penelitian kewajaran terhadap hasil penelitian
administrasi isian terkait perubahan data Registrasi Kepabeanan.

3.3 Menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan
(BC-RK.04) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dalam hal
pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan ditolak.

3.4 Menerbitkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (BC-RE.O5).

Pengelola Hasil Registrasi Kepabeanan :

4.1 Mencetak Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (BC-RK.05).

4.2 Mengirim Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (BC-RK.03) ke Pengguna Jasa Kepabeanan Kepabeanan
melahui jasa pengiriman surat.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
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2.4 Menerbitkan Surat Penclakan Permohonan Registrasi Kepabeanan
(BC-RK.04) melalul Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal
isian registrasi tidak sesual dengan salinan dokumen terkait
perubahan data yang dilampirkan, salinan dokumen tidak jelas, tidak
lengkap, dan/atau tidak berlaku.

Hepala Subdirektorat :

3.1 Menerima data isian formulir dan salinan dokumen terkait
perubahan data Registrasi Hepabeanan dan usulan persetujuan atau
penolakan Kepala Seksi dari Sistem Aplikasi Registrasi Eepabeanan.

3.2 Melakukan penelitian  kewajaran terhadap hasil penelitian
administrasi isian terkait perubahan data Registrasi Kepabeanan.

3.3 Menerbitkan Sural Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan
(BC-RK.04) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dalam hal
pemberitabuan perubahan data Registrasi Kepabeanan ditolak.

3.4 Menerbitkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (BC-REK.05).

Pengelola Hasil Registrasi Kepabeanan :

4.1 Mencetak Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi
Hepabeanan (BC-RE.05).

4.2 Mengirim Sural Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (BC-RE.05) ke Pengguna Jasa Kepabeanan Kepabeanan
melalui jasa pengiriman surat.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUEKAIL
-tid-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
... Kepala Bagian Umum

|ih—' SERRETAR i
- T g /a .'

i Jndrajati Martini
SENIPA9650315 198601 2 001



LAMPIRAN X

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL
NOMOR : PER-04 /BC/2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

1'|‘|ll'lll'|lllllJIll.l-Jll----—-r1rr1-r1nli1l --------------------------------------

Nomor @ §-..(2)... /BC.0OZBC-RK.0B/20...(3)... SENN 1. | S
Sifat ©  Biasa

Hal :  Pemblokiran Akses Kepabeanan

Yth. Pimpinan ................ s

............................. (B)...

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Momer 179/PMK 04/2018
langgal 24 November 2016 tentang Registrasi Kepabeanan, dengan ini disampaikan bahwa

Mama Perusahaan B e e e I R R s
Alamat n R e R R it i R R A SR R o S 3
diblokir sefak tanggal ......... e b R dengan alasan : .o {8

Pemblokiran Akses Kepabeanan diseriai dengan kelentuan Pengguna Jasa Kepabeanan

tetap bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Demikian disampatkan,

e 1 T Hry
QRCODE
ttd
....................... IS T
i - ST o RN

Dokumen ini tidak mameruken tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatls aleh Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan

KODE DOKUMEN: BC-RE.DGB



Petunjuk Pengisian
Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanan

Angka (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan
Angka (2] : Diisi nomor BC-RK.06

Angka (3] : Diisi tahun penerbitan BC-RK.06

Angka (4] : Diisi tanggal, bulan, tahun penerbitan BC-RK.06
Angka (5] : Diisi nama perusahaan

Angka (6] ; Diisi alamat perusahaan

Angka (7] : Diisi NFWP perusahaan

Angka (8] : Dilsl tanggal, bulan. tahun pemblokiran Akses Kepabeanan
Angka (9) : Diisi alasan pemblokiran Akses Kepabeanan
Angka (10); Diisi dengan nama jabatan

Angka (11). Diisi nama pejabat yang menerbitkan

Angka (12): Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CURAL
-ttd-

HERLU PAMEBUDI

salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direlitorat Jenderal
=== 1. h.

ST I T
Kepala- Umum

‘Indrajati Mé,ii'tini
NIF 19650315 198601 2 001



LAaMPIRAN X

PERATURAN DIRERTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-O4 /BC /2007

TENTAMNG

PETUMNIUK PELAKSANAAN REGISTRASI HEPABEANAN

TATA CARA PEMBLOKIRAN AKSES KEPABEANAN

I. Analis Database Registrasi Kepabeanan

1.

Menerima:

a. laporan hasil penelitian lapangan dalam hal telah dilakukan penelitian
lapangan;

b. rekomendasi dari unit internal atau instansi terkait: dan/atau
¢. informasi dart sumber data lainnya.
Melakukan penelitian data Registrasi Kepabeanan.

Menyampaikan hasil peneliian data Registrasi Kepabeanan serta
memberikan pendapat kepada Kepala Seksi.

II. Kepala Seksi

1.

Menelaah hasil penelitian data Registrasi Kepabeanan serta pendapat dari
Analis Database Registrasi Kepabeanan,

2. Menyampaikan pendapat kepada Kepala Subdit.

IIl. Kepala Subdirektorat

1

Menelaah pendapat Kepala Seksi.

2. Menyampaikan rekomendasi pemblokiran Akses Kepabeanan kepada

Direktur,

IV. Direktur

1.

Menerima rekomendasi pemblokiran Akses Kepabeanan dari unit internal
dan/atau instansi terkait.

Menerima informasi dari sumber data lainnya.

Menerbitkan Surat Pemblokiran Akses Kepabeanan (BC-RK.06), dalam hal
dilakukan pemblokiran Akses Kepabeanan.

V. Pengguna Jasa Kepabeanan
Menerima Surat Pemblokiran Akses Kepabeanan (BC-RE.06).

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

-ttd-
Salinan sesual dengan aslinya
Se]-:retarisun}irckmmL Jenderal HERL FAMBUDI

KFpa].'_-‘i Eﬁgu.n Umum

Indrajau Martini
NIP 19650315 198601 2 001



LAMPIRAMN XIT
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CLKAI

NOMOR : FER-04 /BC /3017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEAMAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Momor toS-2). ."E![:.IIIE.'EE':-HI{.D?JED.-.H}. e FSORERAN |- | T
Sifat ;' Biasa

Hal . Pembukaan Blokir Akses Kepabeanan

b T T PN ., F—

........................................... {G)...

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Momor 179/PMK.04/2016
tanggal 24 November 2016 tentang Registrasi Kepabeanan, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama Perusahaan © .. ... ..o (5)...
Alamal - U P R TRty | . 1

yang diblokir sesuai surat nomor |..(8)... tanggal ....(9)...._. - telah dilakukan pembukaan blokir sejak
tanggal ........... (10).........

Demikian disampaikan
................... (11).. i
CIRCODE el
....................... (12)..
NIP . (13)..

Drakumen ini tidak memerlukan landa tangan pejabat terkait karena diterbitkan secars otomatis aleh Sistem
Aplikasi Reglstrasl Kepabeanan

KODE DOKUMEN: BC-RE.OT



)
P

Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (86)
Angla (7)

Angka (8]
Angka (9)

Angka (10):
Angka (11):
Angka (12):
Anghka (13):

Petunjuk Pengisian
Surat Pemberitahuan Pembukaan Blokir Akses Kepabeanan

: Diisi dengan nama kantor vang menerbitkan

: IMist nomor BC-RK.07

: IMisi tahun penerbitan BC-RE.O7

: Diisi tanggal, bulan, tahun penerbitan BC-REK.07
: Diisi nama perusahaan

: Diisi alamat perusahaan

: Diisi NPWP perusahaan

. Diisi nomor BC-RE.O6

: Diisi tanggal, bulan, tahun penerbitan BC-REK.06

Diisi tanggal, bulan, tahun pembukaan bloldr Akses Kepabeanan
Diisi dengan nama jabatan

Diisi nama pejabat yang menerbitkan

Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL
-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SHEI'E'L']IIS

IR RER, l,:-‘.ﬁ_

Direkiorat Jenderal

_ "-\.
}iﬂpﬂ]&‘ﬂdg%n Umum

'.'; ‘:._ R

\'_;_

*w"

W“rnljgalati Melrtini
N2 Jgﬁﬁ[}ﬁ'lﬁ 198601 2 001



LAMPIEAN X110

FERATURAN MREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-04/BC /2017

TENTANG

PETURIUK FELAKSANAAN REGISTRAS] KEFABEANAN

TATA CARA PEMBUKAAN BLOKIR AKSES FEPABEANAN

I. Pengguna Jasa Kepabeanan

l. Mengajukan surat permohonan pembukaan blokir Akses HKepabeanan
dilampiri bukti pendukung kepada Direktur dalam jangka waktu paling
lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pemblokiran.

2. Menyiapkan dan menyerahkan lampiran dokunmien kelengkapan penelitian
lapangan kepada pejabat Bea dan Cukai dalan hal dilakukan penelitian
lapangan.

Menerima Surat Pembukaan Blokir Akses Kepabeanan (BC-RK.07) dalam
hal permohonan pembukaan blokir disetujui,

(s ]

4. Menerima surat pemberitahuan penolakan pembukaan blokir Alses
Kepabeanan dalam hal permohonan pembukaan blokir ditolak,

II. Analis Database Registrasi Kepabeanan

1. Menerima laporan hasil penelitian lapangan dalam hal dilakukan penelitian
lapangan.

2. Melakukan penelitian administratif terhadap permohonan pembukaan
pemblokiran dan/atau rekomendasi pembukaan blokir,

3. Menyampaikan hasil penelitian administratif dan/atau penelitian lapangan
serta memberikan pendapat kepada Kepala Seksi,

IIl. Kepala Seksi

1. Menelaah hasil penelitian administratif dan/atau penelitian lapangan serta
pendapat dari Analis Database Registrasl Kepabeanan,

2. Menyampaikan pendapat kepada Kepala Subdit.

IV. Kepala Subdirektorat
1. Menelaah pendapat Kepala Selsi.

2. Menyampaikan rekomendasi persetujuan  atau  penolakan terhadap
permohonan pembukaan pemblokiran dari Pengguna Jasa Kepabeanan
kepada Direktur.



V. Direktur
1. Menerima surat permohonan pembukaan blokir Akses Hepabeanan

2. Menerima rekomendasi pembukaan blokir Alcses Kepabeanan dari unit
internal dan/atau instansi terkait yang merekomendasikan pemblokiran.

3. Menerbitkan Surat Pembukaan Blokir Akses Kepabeanan [(BC-RK.07),
dalam hal permohonan pembukaan blokir disetujui.

4. Menerbitkan surat pemberitahuan penoclakan pembuliaan blokir Akses
Kepabeanan, dalam hal permohonan pembukaan blokir ditolalk,

DIREETUR JENDERAL BEA DAN CUKAL
-Lid-
HERU PAMBUDI

Sallnan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

.-':'.-'|".'|-. 5 U-]}-.
.-'r-."'r'."..__ :.- ._.._..-.
,;{;»/Ebpaja Bagian Umum
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LAMPIRAM XIV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
MOMOR : FER-O04/BC 2017

TENTANG

PETUNJUR PELAKSANAAN REGISTRAS]I KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

....................................... i | P et

Nomor  : S-..(2).. BC.02/BC-RK.08/20...(3)... PRI | A
Sifat . Biasa
Hal :  Pencabutan Akses Kepabeanan
Yth. Pimpinan ._............ % - T
......................................... ] SR

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Meomar /PMK.04/2016
tanggal ..... .......... 2016 tentang Registrasi Kepabeanan, dengan ini dinyatakan bahwa -
Nama Perusahaan  © .S
Alamat R R S R E N Pt | | (A e A Ry e R Y i
dicabut sejak tanggal ..........{8)........., dengan alasan : ... o ;

Pencabutan Akses Kepabeanan disertai dengan ketentyuan Pengguna Jasa tetap berlanggung
jewab atas pemeanuhan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang barlaku

Demikian disampaikan,

....................... (10)..
ORCODE

ttd

........................ (11)..

NIP A12)..

Dokumen Ini tdak mermariukan tarda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan

KODE DOKUMEN: BC-RE.OE



Petunjuk Pengisian
Surat Pemberitahuan Pencabutan Akses Kepabeanan

Angka (1] : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan
Angka (2] : Dlisi nomor BC-RK.08

Angka (3] @ Diisi tahun penerbitan BC-RK.08

Angka (4] : Diisi tanggal, bulan, tahun penerbitan BC-RK.08
Angka (5) : Diisi nama perusahaan

Angka [6) : Diisi alamat perusahaan

Angka [7) : Diisi NPWP perusahaan

Angka (8) : Diisi tanggal, bulan, tahun peneabutan Akses Kepabeanan
Angka (9) : Diisi alasan pencabutan Akses Kepabeanan
Angka (10): Dilsi dengan nama jabatan

Anglka (11): Diisi nama pejabat yang menerbitkan

Angka (12): Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL,
-tted-
HERU PAMBLUIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

u.-I -1 i |

bt S o e
1 e >

!

4, . Indrajati Martini
NIB; 19650315 198601 2 001



LAMPIRAN XV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL
NOMOR : PER- 04/BC/2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRAS! KEPAREANAN

TATA CARA PENCABUTAN AKSES KEPAREANAN

I. Analis Database Registrasi Kepabeanan

1.

Menerima:
a. rekomendasi dari unit internal atau instansi terkait: atau

b. permohonan pencabutan Akses Kepabeanan dari Pengguna Jasa
Kepabeanan,

Melakukan penelittan data Registrasi Kepabeanan, termasuk terhadap
Pengguna Jasa Kepabeanan yang telah diblokir selama 3 bulan.

Menyampaikan hasil penelitian data Registrasi HKepabeanan serta
memberikan pendapat kepada Kepala Seksi.

II. Kepala Seksi

1.

&

Menelaah hasil penelitian data Registrasi Kepabeanan serta pendapat dari
Analis Database Registrasi Kepabeanan.

Menyampaikan pendapat kepada Kepala Subdit.

IIL. Kepala Subdirektorat

1.

Menelaah pendapat Kepala Seksi

2. Menyampaikan rekomendasi pencabutan Akses Kepabeanan kepada

Direktur.
IV. Direktur

L. Menerima rekomendasi pencabutan Akses Kepabeanan darl unit internal
dan/atau instansi terkait.

2. Menerima permohonan pencabutan Akses Kepabeanan darl Pengguna Jasa
Kepabeanan.

3. Menerbitkan Surat Pencabutan Akses Kepabeanan (BC-RK.08), dalam hal

dilakukan pencabutan Akses Kepabeanan.

V. Pengguna Jasa Kepabeanan
Menerima Surat Pencabutan Akses Kepabeanan (BC-RK.08),

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CURAI,

Salinan sesuai dengan aslinya -ttd-
E-Dkrﬂla.ri.s Direlrturat Jenderal

i HERU PAMBUDI
Hﬁ:p:—ll.:l. Eﬂgi&!ri qum

‘;.
Indra_iat,t T’-‘Iaﬁinl
NIP 19650315 198601 2 001



LAMPIRARN 301
FERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL

NOMOR : PER-O4,/BC /2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRAS] KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JEHI}EHAL BEA DAN CUKAI

| - BB s R A
Momaor 1 8-.2).. mCo2BC-RKO%20.(3)... (4).......
Sifat : Biasa
Hal :  Perselujuan Permohonan Pengajuean Kembali
Feqgistrasi Kepabaanan

YN, PImpinan ... oo A e iseaiiiin
. - | R

Sehubungan  dengan  sural  Saudara  NOMOr ... (7)o . tanggal

B i s . diberkan persetujuan untuk melakukan pengajuan kembali Registrasi
Kepabeanan:
Nama Parusahaan e, — ] E PR
NPWP e R -]
Alamat P LA KR T Wt AR RE o s

yang Akses Kepabeanannya dicabul sesuai surat nomor ...(10)... tanggal _..(11}....... .

Demikian disampaikan.

.................... (2],
QRCODE i
IR s

Dokumen ini tidas memeriukan tanda langan pejabat terkail karena diterbitkan secara clomatis oleh Sistem
Aplikasi Registrasi Kepaheanan

KODE DOKUMEN: BC-RK.07



Petunjuk Pengisian

Surat Penolakan Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan

Anglka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)

Angka (7)
Angka (8)

Angka (9) :
Angka (10):

Angka (11):
Angka (12):

Angka (13):
Angka (14):

: Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

: Diisi nomor BC-RK.09

: Diisl tahun penerbitan BC-RK.09

: Dilsi tanggal, bulan, tahun penerbitan BC-RE.09
: Diisi nama perusahaan

: Diisi alamat perusahaan

: Diisi nomor surat  permohonan  pengajuan  kembali  Registrasi

Kepabeanan

- Diisi tanggal. bulan, tahun surat permohonan pengajuan kembali

Registrasi Kepabeanan

Diisi NFWP perusahaan

Diisl nomor BC-RK.08

Diis] tanggal, bulan, tahun penerbitan BC-RK.08
Diisi dengan nama jabatan

Diisi nama pejabat yang menerbitian

Diisi NIP pejabat yang menerbitlkan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
-ttd-

HERU PAMBILIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
/ Kepala Bagian Umum

b

“Indrajati Martini

NIP 19650315 198601 2 001



LAMPIRAN XWVII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-04/BC /2017

TENTANG

FETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRAS] KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Momar t 8-..(2)... BC.O2BC-RK. 10/20...(3)... O ¢ I
Sifat : Biasa
Hal . Penolakan Permohonan Pengajuan Kembali

Registrasi Kepabeanan

Yih. Pimpinan ................ ] PR
T LR

Sehubungan dengan surat Saudara  nOMOr ... 1 £ P tanggal
............... (BL.iiienss , ditolak untuk melakukan pengajuan kembali Fegictrasi Kepabeanan atas
nama:
MAME PErUSEREAN | i i rars e ) P
Alamat L e R R e DR A e R e e
yang Akses Kepabeanannya dicabul sesual surat nomor ...{10)... tanggal ol 1), dengan
BIBEAN . niriirnsenss {12]

Demikian disampaikan.

................... (13)..
QRCODE fd

........................ (14)...

NIP ..{15).,

Dokumen ini tidak memerdukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbltkan cecara otomatis oleh Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan

KODE DOKUMEN: BC-RE.10



Petunjuk Pengisian

Surat Penolakan Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan

Angka (1)
Angka (2)
Anghka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)

Angka (8)

Angka (9)

: Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

: Diisl nomor BC-RE. 10

: Dilsl tahun penerbitan BC-RE.10

: Diisi tanggal, bulan, tahun penerbitan BC-RK. 10
: Diisi nama perusahaan

: Diisl alamat perusahaan

: Diisi  nomor  surat  permohonan  pengajuan kembali Registrasi

Kepabeanan

: Diisi tanggal, bulan, tahun surat permohonan pengajuan kembali

Registrasi Kepabeanan

: Diisi NPWP perusahaan
Angka (10}
Angka (11}):
Angka (12}):
Angka (13):
Angka (14):
Angka (15):

Diisi nomor BC-RE.08

Diisi tanggal, bulan, tahun penerbitan BC-RK.08

Diisi alasan penolakan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan
Diisi dengan nama jabatan

Diisi nama pejabat yang menerbitkan

Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

DIREETUR JENDERAL BEA DAN CUKAL,
-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal
ub.

Kepala Baglan Umum

L’
L

'\ Indrajati Martini
'NIP: 19650315 198601 2 001



LAMPIRAN VI

FERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CLUKAI
MOMOR : PER-D4/BC 2017
TENTANG

FETUNJUR PELAKSANAAN REGISTRAS] KEPABEANAN

TATA CARA PERMOHONAN PENGAJUAN KEMBALI REGISTRASI KEPABEANAN

II.

Pengguna Jasa Kepabeanan

I. Mengajukan surat permohonan pengajuan kemball Registrasi Kepabeanan
dilampiri bukti pendukung kepada Direktur.

2. Menyiapkan dan menyerahkan lampiran dokumen kelengkapan penelitian
lapangan kepada pejabat Bea dan Cukal.

Menerima Surat Perselujuan Permohonan Pengajuan Kemball Registrasi

Eepabeanan (BC-RK.09) dalam hal permohonan pembukaan blokir
disetujul.

%A

4. Menerima Surat Penolakan Permohonan Pengajuan Kemball Registrasi
Kepabeanan (BC-RK.10) dalam hal permohonan pembukaan blokir ditolak.

Analis Database Registrasi Kepabeanan
1. Menerima laporan hasil penelitian lapangan.

2. Melakukan penelitian administrafif terhadap permohonan pengajuan
kembali  Regisirasi Kepabeanan dan/ataun rekomendasi unit internal
dan/atau instansi terkait yang merekomendasikan pemblokiran atau
pencabutan.

3. Menyampaikan hasil penelitian administratif dan hasil penelitian lapangan
serta memberikan pendapat kepada Kepala Seksi.

Hepala Seksi

1. Menelaah hasil penelitian administratif dan hasil penelitian lapangan serta
pendapat dari Analis Database Registrasi Kepabeanan.

2. Menyampaikan pendapat kepada Kepala Subdit.

Kepala Subdirektorat
1. Menelaah pendapat Kepala Seksi.

2. Menyampaikan rekomendasi persetujuan atau penolakan terhadap
permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan dari Pengguna Jasa
kepada Direktur.

Direktur
1. Menerima surat permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan.

2. Menerima rekomendasi dari unit intermal dan/atan instansi terkait yang
merekomendasikan  pemblokiran  atau  pencabutan terkait pengajuan
kembali Registrasi Kepabeanan,



3. Menerbitkan Surat Persetujuan Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi

Kepabeanan (BC-RH.09), dalam hal permohonan pengajuan kembali
Registrasi Kepabeanan disetujui.

4. Menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Pengajuan Kembali Registrast
Kepabeanan (BC-RK.10), dalam hal permohonan pengajuan  kembali
Registrasi Kepabeanan ditolak.

DIREETURJENDERAL BEA DAN CUKAL
-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
™ rirale "-5'_-;1.1'.},]"
Kepala Bagian Umum
i N

= A
Cdndrajati -_I‘;'faJ'L{ni
NIP 19650315 198601 2 001



LAMPIRAN X1X

PERATURAN DMREKTUR JENDERAL BEA DAN CLUKAL
MNUMOR : FER-04/BC/ 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRAS! KEPABEANAN

TATA CARA PENELITIAN LAPANGAN REGISTRASI KEPABEANAN

[. Analis Database

1. Melakukan penelitian data Registrasi Hepabeanan untuk dijadikan usulan

penelitian lapangan dengan memperhatikan sumber data atau informasi
antara lain ;

4. Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan [BC-RK.03) yang
kembali dari jasa kiriman pos

b. Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (BC-
RE.05) yang kembali darl jasa kiriman pos.

c. Surat Pemberitahuan Pembukaan Blokir Akses HKepabeanan (BC-RK.07)
yang kembali dari jasa kiriman pos, dalam hal pembukaan blokir tanpa
dilakukan penelitian lapangan,

d. Surat permohonan Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa Kepabeanan.

e, Informasi dari unit internal dan/atau instansi terkait, hasil penelitian
lapangan, atau informasi masyarakat,

2. Menyampaikan usulan penelitian lapangan kepada Kepala Seksi.
3. Menindaklanjuti keputusan hasil penelitian lapangan,
4. Melakukan pengadministirasian Laporan Hasil Penelitian Lapangan.

II. Petugas Penelitian Lapangan

1. Datang ke perusahaan membawa Surat Tugas dan dokumen / data lain
yang diperlukan.

2. Meminta penanggung jawab perusahaan membuat Surat Kuasa
penunjukkan kuasanya sebagaimana Dokumen Penelitian Lapangan A
untuk memberi keterangan dan menyerahkan dokumen kepada Petugas
Penelitl Lapangan, dalam hal penanggung jawab perusahaan tidak berada
di tempat.

J. Meminta dokumen-dokumen perusahaan yang diperlukan dan membuat
Bukti Permintaan Dokumen dan Data sebagaimana Dokumen Penelitian
Lapangan B, yang ditandatangani Petugas Pencliti Lapangan dan
penanggung jawab perusahaan atau kuasanya.



10.

5 8

Meminta penanggung jawab perusahaan untuk membuat dan
menandatangani Surat Pernvataan Penanggung Jawab Perusahaan
sebagaimana Lampiran Dokumen Penelitian Lapangan C.

Mengisi Matriks Penelitian Lapangan sebagaimana Dokumen Penelitian
Lapangan D, berdasarkan perbandingan data isian formulir Registrasi
Kepabeanan dengan data-data yang diperoleh dar dokumen yang
diserahkan perusahaan dan ditandatangani oleh petugas peneliti dan
penanggung jawab perusahaan atau kuasanya.,

Mengambil foto situasi dan aktivitas kantor.

Membuat Berita Acara Penelitian Lapangan dan ditandatangani

penanggung jawab perusahaan atau yang ditunjuk mewakili sebagaimana
Dokumen Penelitian Lapangan E.

Membuat Laporan Hasil Penelitian Lapangan sebagaimana Lampiran
Dokumen Penelitian Lapangan F.

- Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Lapangan kepada Kepala Seksi

untuk dilakukan penelaahan.

Melakukan perekaman hasil penelitian lapangan ke dalam Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan,

Menyerahkan Laporan Hasil Penelitian Lapangan kepada analis database.

1. Kepala Seksi

1.

Menelaah usulan penelidan lapangan yang disampaikan oleh analis
database.

Menyampaikan hasil penelashan usulan penclitian  lapangan kepada
Kepala Subdit,

Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Lapangan yang telah ditelaah
kepada Kepala Subdit,

IV. Kepala Subdirektorat

1

.

Menelaah usulan penelitian lapangan yang disampaikan oleh Kepala
Seksi,

Menyampaikan hasil penelashan usulan penelitian lapangan kepada
Direktur dan usulan petugas vang akan melaksanakan penelitian
lapangan.

Melakukan penelazhan dan memberikan keputusan atas Laporan Hasil
Penelitian Lapangan yang disampaikan Kepala Seksi,



4.

Menyerahkan Laporan Hasil Penelitian Lapangan yang telah mendapat
keputusan kepada petugas penelitian lapangan.

V. Direktur

i

2.

Menerima surat permohonan Pengguna Jasa atay Pengguna .Jasa
Kepabeanan.

Menerbitkan Surat Tugas Penelitian Lapangan,

VI. Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa Kepabeanan

1.

Membuat Surat Kuasa penunjukkan kuasa sebagaimana Dokumen
Penelitian Lapangan A untuk memberi keterangan dan menyerahkan
dokumen kepada Petugas Peneliti Lapangan, dalam hal penanggung jawah
perusahaan tidak berada di tempat,

- Menunjukkan atau menyerahkan dokumen dan/atau data pendukung

perusahaan yang diperlukan dan menandatangani Bukti Permintaan
Dokumen dan Data sebagaimana Dokumen Penelitian Lapangan B.

Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penanggung Jawab
Perusahaan sebagaimana Lampiran Dokumen Perelitian Lapangan C,

Menandatangani Berita Acara Penelitian Lapangan sebagaimana Dokumen
Penelitian Lapangan E.

VII. Dokumen Penelitian Lapangan

Dokumen Penelitian Lapangan terdiri dari:

Do b b

Dokumen Penelitian Lapangan A

- Dokumen Penelitian Lapangan B

Dokumen Penelitian Lapangan C
Dokumen Penelitian Lapangan D
Dokumen Penelitian Lapangan E
Dokumen Penelitian Lapangan F



1. DOKUMEN PENELITIAN LAPANGAN A

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT KUASA PENANGGUNG JAWAB PERUISAHAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini -

Mama 1 sarpnh 1 S

labatan S .

Momor Kartu Identitas e -] pre——

Tempat Tanggal Lahir P T | F—

Alamat R | J——

Bertindak untuk dan atas nama PT......... | P—— yang beralamat di .....c.......... bl st » dengan

ini memberi kuasa kepada ;

Wama e 1] ERARY
Jabatan Rty | | PO

MNomor Kartu identitas A (10) <
Tempat Tanggal Lahir T ;% ) T
Alarmat 5 af12¥ s

untuk -

1. Bertindak atas nama Pemberl Kuasa untuk mewakill kepentingan Pemberi Kuasa dalam
mendampingi Petugas Peneliti Lapangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama proses penelitian
lapangan.

4. Bertindak atas nama Pemberi Kuasa untuk memberikan dokumen dan / atau data yang diperiukan
dalam proses penelitian lapangan vang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dam Cukai,
memberikan keterangan (baik lisan maupun tertulis}) dan menandatanganl Bukti Permintaan
Dokumen dan Data, Matriks Penelitian Lapangan, dan Berita Acara Penelitian Lapangan.

Demikian surat Kuasa ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.......... 2(13) v 14)
Pemberi Kuasa Penerima Kuasa
(Ted dar stempei] [Thd]
NAME woessremimec e ssmsnrmssecs| 15 ) MR s s e (17)
Jabatan . i i [16) JBBALAN i s {18)

(dibubuhi materai)



Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angla (4}
Angla (5]
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8) :
Anglka [9) :
Anglea (10):
Angka (11):
Anglka (12):
Angka (13):
Anghka (14):
Angka (15):
Angka (16):

Angka (17);
Angla (18):

Petunjuk Pengisian
Surat Kuasa Penanggung Jawab Perusahaan

: Diisi dengan nama yang memberi kuasa

: Diisi dengan jabatan yang memberi kuasa (direkctur/ presiden

direktur/ direktur utama/pimpinan perusahaan lainnya)

+ Diisi dengan nomor kartu identitas yang memberi kuasa

: Diisi dengan tempat dan tanggal lahir yvang memberi kuasa
- Diisi dengan alamat yang memberi kuasa

: Diisi dengan nama perusahaan

: Diisi dengan alamat perusahaan

Diisi dengan nama vang menerima kuasa

Diisi dengan jabatan yang menerima kuasa

Diisi dengan nomor kartu identitas vang menerima kuasa
Diisi dengan tempat dan tanggal lahir yang menerima kuasa
Diisi dengan alamat yang menerima kuasa

Diisi tempat pembuatan surat kuasa

Diisi tanggal pembuatan surat kuasa

Diisi nama yang memberi kuasa

Diisi dengan jabatan yang raemberi kuasa (direktur/presiden
direktur/direktur utama/ pimpinan perusahaan lainnya)

Diisi dengan nama yang menerima kuasa

Diisi dengan jabatan yang menerima kuasa



2. DOKUMEN PENELITIAN LAPANGAN B

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
S TR

UKTI PERMINTAAN MEN DAN DAT.

A. Mama Perusabaan - ... 1y R
MPWwP A |- -
Alamat R VS {4)-.....

B. Daftar dokumen dan data yang diminta ;

DATA EMSISTENS) ¢

| Dokumen Penguasaan Tempat Usaha
Akte Pendirian

3K Menkumbam atazs Akte Pendirian
Akfe Perubahan Terakhir

5K Menkumharm atas Akte Perubahan Terskhir
1T/ SIUR/IUI '

Folo Perpuhaan & Akthvitas Perusahaan
Fete Pabrik / Gudang / Kebun / Lainnya
DATA RESPONSIBILITY

9 | identitas Direktur

10 | NFPWP Direktur

11 | ldentitas Kamisarls

12 | NPWE Komisaris

13 | Bagan Struktur Organisasi

DATA KELANGAN

Meraca

Laporan Augi Laba -
Rekening Bank Atas Nama Peruss hasn
17 | Hasil Audit KAP -
18 | Hasll Audit DUBC

19 | Hasll Audit Qe

DOEUMEN SESUAI JEMIS KEGIATA N
20 | Angka Pengenal imper (AP1)

Q0 | d B L L | e ] et

alR|E

|21 | TOPTOUR/TDI L =
22 | Sertifikat AhR Kepabeanan = -
23 | SIURPT

24| Surat l2in Terkait Kegiatan Usaha Penga ngkutan
23 | Bukti Kepermnilikan Sarana Pengang-ut

26 | Surat Keputusan Sebagal Pengusaka _T;F'-:_
27 | lzin Penyelenggaraan Pos

| DOKUMEN NILAI TAMB AH PERUSAHA (N
i} Surms
29 | Bukti Kepemilikan 150
20 _| Bukti Keanggotaan Asa:jias SK Kepernil ikan Fasilitas i

—




C. Batas waktu penyerahan dokumen dan data -
selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pefaksanaan Penelitian Lapangan ini,

Dokumen /data diterima oleh : Dokumen /data diserahkan oleh :
Tanggal : e[ S)vrvarianes. Tanggal ;@ oo [B)c e
{Ted dan stemnpel perusshaan)
MEMA & i i {6} MEME 7ot {9)
. AR AR S ) {7 JEERBEN © i (100)




Angka (1)
Angka [2)
Anglka (3)
Angka (4]
Angka (5)

Angka (6
Angka (7) :
Angka (8] :
Angka (9)
Angka (10):

Petunjuk Pengisian
Bukti Permintaan Dokumen dan Data

: Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

: Diisi dengan nama perusahaan

: Diisi dengan NFWP perusahaan

: Diisi dengan alamat perusahaan

: Diisi dengan tanggal diterimanya dokumen oleh Pejabat Bea dan

Cukai

: Diisi dengan nama Pejabat Bea dan Culai yang menerima dokumen

Diisi dengan NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerima dokumen
Diisi dengan tanggal diserahkannya dokumen

Diisi dengan nama yang menyerahkan dokumen

Diisi dengan jabatan yang menyerahkan dokurmen



3. DOKUMEN PENELITIAN LAPANGAN C

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN PENANGGUNG JAWABR PERUSAHAAN

Saya yang bertanda tangan di bawab ini ;

Jabatan e T NEOESPEEES PRSI TORE: v | S A NI
Nomer Kartu Identitas T PR CE ST AE s 1) RSSO
bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan T ENE TR . SRR

Dengan ini menyatakan :

Bahwa seluruh data dan dokumen yang telah diserahkan terkait Penelitian Lapangan yang dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Surat Tugas Nomor :....(7)....... Tanggal.. (8)....
adalah benar dan sesuai dengin aslinys,

Sanggup untuk menyampaikan kelengkapan data dan dokumen yang diminta oleh Tim Penclitian
Lapangan Direktorat Jenderal Pea dan Cukai paling lambat 2 (dug) hari kerja scjak tanggal
pelaksanaan Penclitian Lapangan {Tanggal ....(9)....). Apabila sampai jangka waktu tersebut kami
belum menyerahkan doku nen yeng diminta, maka kami bersedia untuk dilakukan pemblokiran
Akses Kepabeanan perusahaan kar i,

Demikian Surat Pernyataan ini {ibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa paksaan

dari siapapun serta bertanggung jaw ab aias segala akibat hukum vang timbul,

Yang memberi pernyataan,

Jabatan ... (13
(Dibubuhi Materai dan stem- | perusahaan)



Angla (1)
Anglea (2)

Angka (3)

Anglka (4)
Angka (5)
Angka [6)
Angka (7)
Angka (8]
Angka (9)

Angka (10):
Angka (11):
Angka (12):
Anghka (13):

Petunjuk Pengisian
Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan

: Diisi dengan nama yang bertanda tangan di surat pernyataan
+ Diisi dengan jabatan yang bertanda tangan di surat pernyataan

(direletur/presiden direktur/direktur utama/pimpinan perusahaan
lainnya)

: Diisi dengan nomor kartu identitas yvang bertanda tangan di surat

pernyataan

: Diisi dengan alamat yang bertanda tangan di surat pernyataan

- Diisi dengan nama perusahaan

+ Diisi dengan NPWP perusahaan

: Diisi nomor surat tugas terkait penelitian lapangan

- Diisi tanggal surat tugas terkait penelitian lapangan

: Diisi  tanggal batas waktu penyerahan dokumen kelengkapan

penelitian lapangan

Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun surat pernyataan
Diisi tanda tangan yang membuat surat pernyataan
Diisi nama yang membuat surat pernyataan

Diisi jabatan yvang membuat surat pernyataan



4. DOKUMEN PENELITIAN LAPANGAN D

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAL

SR T LT ||-|r|-|||-||||-|u-|-|-ﬂ i.nu-u ............ LT D S R,

MATRIKS PENELITIAN LAPANGAN
MNomor ; MFPL-.._ (). o SBC DL PENLAF-RKY 3. S, )

AR IELAN REGIS TRASI KEFAREANAN | HASIL P LAFAMGAN
E WRET NS, ¥ {terisd dusd shuien} EEELIL i
ERSIS TN

] rMTmu:-u

1 |BENTUK BARAN USAHL
1 |mm_mmmuﬁlm

=

4 [RABA WAIIE PATAK

-
5

bl

€ HENES UEAHA | KEGIATAN

T MERK ThMGANG

B [STATUS WAIIR FAJAK

¥ |ALAMAT FERAUSA HALY
A, |ALAMNT KAMTOH

MOS0 TIRLEPCH DAN FAX
Euaam,

STATLS PENGLIASA AT ANGOAL

: nIAMTPﬂthHWﬂmmA
ROBECH, TELEFDN DAN FAY

JEMATL

STATLS PENGUASAANTANGOAL

¥ STATLS IVVESTAS]

11 |DOEUMEN FEREERAT

A, AKTE FENDERLLN PERTEARALN
MO0 AKTE /TN PRADE AN

MAMA HOTARS | EOTA

HORAOR { TANTIAL 5K FEMOESAHAN

B |AKTE PERUBANAN TERAKIE

NO AETE TAHUR PERLBAHAN TRRAKHIR
MAREA ROTARTS / KOTA

HOMEHE, { TANGOAL 5K FENGESAHAN

[l TS T 2T -
MOSAOR

TANGEAL

WASs BERLAKL 51

13 | KEDUDURAN FERLEATLAAN

0 | TERGARUNG DALLM AFTLLAS] BELOMPOR f CHUF
UBAHA:

MAasih EELOMPMUTRUT USAMA
HFWP
LARLARE b, BERCIATILIRG




SUBIINAN FENANGCUNG 1AW AR

[ 1 [MREXE! /| FIVFINAN PERUSATLAAN
AR A

JARATAR

KEBANTISAAN

I IDENTITAS

TP

|-PASFO

AMTA

ALAWIAT

EONIEARLE { PEMILIK PERUSAHAAN
KA A

JAEATAN

EEBANGEAAN

MO EDENTITAL

&P

PRI

HFWF

ALAMAT

WO TELEPFON DAN FAX
EMAL

§ | STHUKTUR ORGEANTELS]

i\ JUMLAH KAEYAWAN

DATA EEUVAMNGAN

] TA LAPDRAN KEUANGAN FERUSAEALN
ANGOAL LAFHAN KELANGAN
ERNNYE LAPDRAN KEUAREAS

& FENDAPATANTFENILALAN

b LARA ! RIFG KDTO®

£ FEEAM ADIINISTRAS] DAN PEMMTALAK

& LARA PRI BEpsiE

ji. ASET LANC AR

L ASET TIDWAKE LANC AR,

TOTAL ASET

h LIARILITAS 1AKIE A PENDEE

L LEARILITAS JARTEA AN ARG

| TOTAL LIARILITAS

FTOTAL EELITAS

2 |REKENING BANK
AR BANE

W REEENING
ATAS HAMA
JEMIE REKERTGG
JENIS VALLTA

3 |ADNT AKUNTARN PURLIE
HARELS K AP

AHLIN LAPCHLA W

OFRL K AR

& [AUBT OLER DAG
esultbul T
PERICDE ALENT
TEMLIAN SLUINT

5 [AVDIT OLEH 4P
HOMOR LHP
PERIOTHE ALDIT

i [MEMILEKT UMIT ALRIT INTERNAL

T APLIEAT] EIETEM AKIMTANS]

] ERCILTRD IT (N VIS TORY




DATA KHUSUS [MPORTIR

| [ANGHA PENGENAL BPORTIR (AF)
FUMOE AF]

TARMREAL AFT

ISSTANS] PENERBIT

1 |JENIS IMPORTIR

1 JENIE USAlLA SESUAL APD

DA TA KNS EXSPIRTIH

RC0R
TARCAL
MASA DERLAKL 5D

DATA KHASLES PRIk

I |AHLIHEFABEANAN
A
ABATAN
O BRI EERTIFTKAT
i SERTIFIKAT / TANGOAL

1 |SIVAFT

PIHADR

TAMGHAL

WLASA R LAKIT 5T

} | TINTRUFTDL
PORA0E

TARGGAL

KASA HERLAKL 5T

PATA KHUSLE FENGANGRUT

[0 [NPES USAHA ANGEUTAN
ANCHUTAN LAUT
MWDK FEREINAN
TAMCHGRAL

ANCEUTAN LARA
HOMOR FERIZINAN
TARGGAL

2 LT

RO

TANGUAL

SARA BERLAKU 5T

3 |SARANA FENGASGRUT YANG DIMILIEL
BARANA FENCANCELT LALT

MAMA BARAKA PREMGANGELT

HORACIR REGESTER,

EAPASITAS MLIATAN (FENLMP ANCAARANG)
IEHIS TRAYEE

ALTE [BARL,, KE..)

SAHANA FENCANGENT UnARL

HANLS SalLAN A FENGAREILIT

MOMOR EBGISTER

KAFASITAS MUATAN PENLIMPANGBARARS)
TRAYEE

RUTH DARL. KE. )




DA T A HHI.;_.I.E&HJLM

HOMOR KEPLTUS AN
TANGGAL

MAEA BEELAKL ST
BENTUE. TF

1 |BURAT BXPUTUSAN SEHAGA] PENGUAANA TPS

DATA PIT
1 i

I (1FIN FENYELENGGANAAN POS
HOMOR
TANGEAL

1 [AHLIEEFABEANAN

WA

ASATAN

HOMOE SER] SEATIFIEAT
RO SERTIFIEAT ¢ TARGGAL

MILA] TAMEAH FERLISAIAAN

] TA FASILITIAS KEFABEANAS
F5 FASEETAY
MCROR KOPUTUS AR
ANCEAL
RASS NERLAKIT S
EANTOR FENOAWAS PASEAN

1 [RERTIFIKAT MANAJEVEN MUTH (1503
HOR: SERTIFEAT
TAMGTIAL
BERLAKUSDL
LEMBAGA ¥ANG MENGELUARE AN

B |ANLI KEPAREASAN

MAKA

laBaTam

MOSI0R SER] SERTIFKAT
HCSS0R SERTIFIEAT ! TARGGAL

4 | TERGABUNG DALAM ABOSIAS] DEATA

5 |PENELITLAM LAPANGAN
LI 100 I TAMGOAL
UBALAN HASIL FENLAP
KEBIMPLILAN
RERAIMENDAS]

Tempites o omimierd Sy TOOEEAT 11210 rmin 0o B
Fitupgan Penelln Lajanpss

[ 1} R EEE—— |
1 PPV SERSRR | |

Petugas Pencliti Lapargan

LR — |
NI o ymeisniins (1)




Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4)
Angka (3}
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)

Petunjuk Pengisian
Matriks Penelitian Lapangan

: Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan
» Diisi dengan nomor matriks penelitian lapangan sesuai dengan

kanfor yang menerbitkan

: Diisi dengan nomor surat tugas

: Diisi dengan tahun matriks penelitian lapangan

: Diisi dengan tempat pelaksanaan penelitian lapangan

: Diisi dengan tanggal pelaksanaan penelitian lapangan

: Diisi dengan nama pegawai yang melakukan penelitian lapangan
¢ Diisi dengan NIP pegawai vang melakukan penelitian lapangan

: Diisi dengan nama pegawai yang melakukan penelitian lapangan

Angka (10): Diisi dengan NIP pegawai yang melakukan penelitian lapangan



5. DOKUMEN PENELITIAN LAPANGAN E

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
....................... T S PRI e U

BA-

Pada hari inl ...,

tangan di bawah ini -

(B}, kami yvang bertanda-

No Mama NIP Pangkat /
Golongan

e - (1) E— 11 )

2 Ay Wimmany: | aus Aaciia || ase (11}
berdasarkan Surat TUEAS NOMOL 2 v e (3) tanggal ......... (12}, telah melaksanakan panelitian
lzpangan pada :

Mama Perusahaan 7 | £ .

MPWE s Pl

MAlamat Kantor b £ F———

dengan disaksikan oleh pihak perusahaan :

1. MamMaE e Y i i
Jabatan i [ TO—

2. Nama P FERCRTRA |3 1] N Gt
MO = e | P s

Hasil penelitian lapangan sesual dengan Laporan Hasil Pene
bagian tidak terplsahkan dari Berita Acara ini.

litian Lapangan yang merupakan

Berita Acara ini ditandatangani bersama-sama oleh Petugas Penelitian Lapangan dan Pihak

Perusahaan serta disetujul kedua belah pihak dengan membubuhkan t

Pihak Perusahaan :

anda tangannya,

Petugas Penelitian Lapangan :

(Ted dan Stermpel Perusahaan)

L Wamd  eemescineni (1] L NEME : i mrimanmns {9}
Jabatan b oo (17} 5, | R L (R b e i 1 |
{Ttd dan Stempel Perusahaan)

N e {18) L NAMA | i 8
Jabatan e (17) M i {10)




Angka (1)
Angka (2)

Angha (3)
Angka (4)
Angka (3}
Angka (0]
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10):
Anglka (11):

Angka (12);
Angka (13):
Angka (14):
Angka {15):
Angka (16):

Angka (17):

Petunjuk Pengisian
Berita Acara Penelitian Lapangan

: Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan
: Diisi dengan nomor berita acara sesuai dengan kantor vang

menerbitkan

: Diisi dengan nomor surat tugas

: Diisi dengan tahun berita acara

: Diisi dengan hari pelaksanaan penelitian lapangan

: Diisi dengan tanggal pelaksanaan penelitian lapangan

+ Diisi dengan bulan pelaksanaan penelitian lapangan

: Diisi dengan tahun pelaksanaan penelitian lapangan

: Diisi dengan nama pegawai yang melakukan penelitian lapangan

Diisi dengan NIP pegawai vang melakukan peneclitian lapangan

Diisi dengan Pangkat/Golongan pegawai yang melakukan penelitian
lapangan

Diisi dengan tanggal surat tugas
Diisi nama perusahaan

Diisi NPWP perusahaan

Diisi alamat perusahaan

Diisi dengan nama pihak perusahaan yvang menyaksikan penelitian
lapangan
Diisi dengan jabatan pihak perusahaan yang menyaksikan penelitian
lapangan



6. DOKUMEN PENELITIAN LAPANGAN F

REGISTRASI KEPABEANAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN

NAMA PERUSAHAAN ... (1)

ALAMAT PERUSAHAAN ... (2)

JENIS KEGIATAN KEPABEANAN : ... (3)
IMPORTIR

EKSPORTIR

PPIK

PENGANGKUT

PENGUSAHA TPS

PIT

S

DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN / KANWIL / KPU / KPPBC ... (4)
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TAHUN ....... (5)



DAFTAR 151

DATA HASIL PENELITIAN LAPARGAN

Laparan Hasil Penelitian Lapangan

Matriks Penelitian Lapangan

Surat Tugas Penelitian Lapangan

Bukti Permintaan Dekumen dan Data

Berita Acara Penelitian Lapangan

Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan
7. Surat Kuasa Penanggung lawab Penusahaan

L e i

DOKUMEN EKSISTENSE
B. Dokumen Penguasaan Tempat Usaha
9. Akte Pendirian
105K Menkumhem atas Akte Pendirlan
11, Akte Perubahan Terakhir
12 5K Menkumbam atas Akte Perubakan Terakhir
13, 1T/ SIURAIL
14, Fato Perusahaan & Aktiitas Perusahaan
15. Foto Pabrik / Gudang f Kebun / Lainnya

DOKUMEN SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB
16. Identitas Direktur
17. NPWP Direktur
1B. Identitas Karmisaris
19, NFWP Karmisaris
20, Bagan Struktur Organisasi

DOKUMEN KEUANGAN
21.Meraca
22 Laporan Rugl Laba
23.Rekening Bank Atas Nama Perusahaan
24, Hasll Audit Kap
25 Hasll Audit DUBC
26. Hasil Audit Dup

DOKUMEN SESUAI JENIS KEGIATAN
27, Angka Pengenal impor (AP
28. TORSTOUR/TDI
29_5ertifikat Ahll Kepabeanan
30.5ILUPT
31.5urat izin Terkait Keglatan Usaha Pongangkutan
32, Bukti Kepemilikan Sarana Pengangkut
33 Surat Keputusan Sebagai Pengusaha TPS

34 Irin Permpelenggaraan Pos

DOEUMEN NILAI TAMBAH PERUSAHAAN
5. Surat Keputusan Fasilitas
6. Bukti Kepemillican 150
37.Bukli Keanggotaan Asosiasi



.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN ':L'H.ﬁ.l

................... {a}
LA N HASIL PENELITIAN LAP
Nomer  : LHPL-....{7)/BC.02/PENLAP-RK/20... |8)
7L S ey e (2}

DASAR PELAKSANAAN PENELITIAN LAPANGAN

1. Surat Tugas Penelitian Lapangan

Nomor Surat Tugas Tanggal Surat Tugas . Tanggal Pelaksanaan
Penlap
e anro s ey BT e e Bl sl {12
{10} ) )
4. Dasar Penelitian Lapangain ...... ... momorrersm: S S e it ass s S (13)
TUGAS PENELITIAN LAPANGAN
Mama Perusahaan il -[14)
MPWP Perusahaan b i {15}
Alamat Kantor i el i {16}
Mo, Telepon Kantor e iy {17}
Alamat Pabrik / Gudang S 1138]
Jenis Kegiatan Kepabeanan R R {19]
LAMPIRAN *):
[ ] mmtriks Penelitian Lapangan Dokumen Eksistensi
Surat Tugas Penelitian Lapangan Dokuman Susunsn Penanggung Jlawab
Bukti Parmintaan Dokurmen dan Data | Dokumen Keuangan
Berita Acara Penefitian Lapangan | Dokurnen Sesual lenis Kegiatan
| | Surat Pernyataan Penanggung lawab Dokumen Nilai Tambah Perusahaan
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Catatan Hasil Penelitian Lapangan :
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V. REKOMENDASI

Rekomendasi Petugas Peneliti Lapangan *)

Dilakukan Pencasutan

Lednnya, oo .

| | Tidak Dilakukan Pemidokiran

- Agar Malakukan Perubahan Data
Dilakukan Pemblokiran
Dilakukan Pembukaan Blakie

Persetujuan Pengajuan Kemball
Pencdakan Pengajuan Kembali

Mama / Tanda Tangan
1o HEMAE s, [21)
[ | iR R {22}
2 NEMA e {21}

NP i nsr 623

Ket: *] diisi oleh Petugas Penelitian Lapangan dengan memberikan tanda {x}

Pendapat Kepala Selosi ;

Nama / Tanda Tangan

TangEal & .o oiariraee {23)

Keputusan Kepala Subdit : Nama / Tanda Tangan
Tanggal : oo A27

N~ [ 2o [28)
P i . 125)

Tanggal Perekaman : ............(31}

Petugas Penelitian Lapangan :




Anglka (1)
Angka (2)
Anglka (3)
Angka (4)

Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)

Angka (8)

Angka [9)

Anglka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)
Angka (16)
Angka (17)
Angka (18)
Angka (19)
Angka (20)
Angka (21)
Angka (22)
Anglka (23)
Angka (24)
Anghka (25)
Angka (26)
Angka (27]
Angka (28)
Angka (29)

Petunjuk Pengisian
Laporan Hasil Penelitian Lapangan

: Diisi dengan nama perusahaan
: Diisi dengan alamat perusahaan
: Diisi dengan jenis kegiatan kepabeanan perusahaan

+ Diisi dengan nama kantor yang membuat laporan hasil penelitian
lapangan

: Diisi dengan tahun laporan hasil penelitian lapangan
: Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

:Dusi dengan nomor laporan hasil penelitian lapahgan sesuai
dengan kantor yang menerbitkan

: Diisi dengan tahun laporan hasil penelitian lapangan

- Diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian lapangan

: Dii=i dengan nomor surat tugas

: Diisi dengan tanggal surat tugas

: Diisi dengan tanggal pelaksanaan penelitian lapangan

: Diisi dengan dasar pelaksanaan penelitian lapangan

: Diisi dengan nama perusahaan

: Diisi dengan NPWP perusahaan

- Diisi dengan alamat perusahaan

: Diisi dengan nomaor telepon kantor

: Diisi dengan alamat pabrik/ gudang

: Diisi dengan jenis kegiatan perusahaan

: Dnisi dengan catatan mengenai hasil penelitian lapangan
: Diisi dengan nama pegawai yang melakukan penclitian lapangan
: Diisi dengan NIP pegawai yang melakukan penelitian lapangan
: Diisi dengan tanggal rekomendasi Kepala Seksi

: Diisi dengan nama Kepala Seksi

: Diisi dengan NIP Kepala Seksi

: Diisi dengan catatan Kepala Seksi

: Diisi dengan tanggal keputusan Kepala Subdit

: Diisi dengan nama Kepala Subdit

: Diisi dengan NIP Kepala Subdit



Anglka [30)
Angla (31)
Angka (32)

Angka (33)

: Diisi dengan catatan keputusan Kepala Subdit
: Diisi dengan tanggal perekaman laporan hasil penelitian lapangan
: Diisi dengan nama pegawai yang melakukan perekaman  hasil

penelitian lapangan

:Diisi dengan NIP pegawai yang melakukan perekaman hasil

penelitian lapangan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL

_ﬂ-_d.
HERU PAMBUDI
Salinan sesual dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
' u.b.

- <Kﬂpalﬂﬂagian Umum

.Inu::'_lrajutil'f‘.'!:l'é-ln‘jni
NIP 19650315 198601 2 001



LAMPIRAN XX

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAT
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TENTANG

FETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRAS]I KEPAREANAN

TATA CARA REGISTRASI KEPABEANAN SECARA LANGSUNG
ATAU MELALUI SURAT ELEKTRONIK

I. Pengguna Jasa :

i

Mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan secara langsung atau

melalui surat  elektronik [registrasikepabeanan@cystoms. go.id) dengan

menglsi formulir Isian Registrasi Kepabeanan ke Direktur

. Melampirkan salinan dokumen kepada Direktur secara langsung atau

melalui surat elektronik @g@mi{cnab&ana_l@cusmmigu.id!_

. Menerima Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RE.01),

dalam hal salinan dokumen Registras! Kepabeanan lengkap, jelas, dan masih
berlaku,

- Menerima Bukti Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-

RK.02), dalam hal salinan dokumen Registrasi Kepabeanan tidak lengkap,

tidak jelas, atau tidak berlaku. dan dapat mengajukan kembali Permohonan
Registrasi Kepabeanan.

Pengguna Jasa menerima Surat Penolakan Permohonan Registrasi

Kepabeanan ([BC-RK.04), dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan
ditolak.

Pengguna Jasa memperbaiki dan mengajukan kembali Permohonan
Regisirasi Hepabeanan secara langsung atau melalui surat elektronik

(registrasikepabeanan@customs.go.id) sesuai dengan hasil penolakan.

Menerima Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-RK.03),
dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan disetujul,

Menerima Sural Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-RK.03)
melalui jasa pengiriman surat.

- Direktorat Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Evaluasi Dan Pelaksanaan

Registrasi Kepabeanan:
1. Analis Registrasi Kepabeanan :

1.1 Menerima data islan formulir dan salinan dokumen Registrasi
Hepabeanan secara langsung atau melalui  surat  elektronik

[registrasikep abeanan@tustnms.gu-ldl

1.2 Melakukan penelitian kelengkapan salinan  dokumen Registrasi
Kepabeanan secara manual.

1.3 Menerbitkan Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi Hepabeanan
(BC-RK.01} dalam hal salinan dokumen Registrasi Kepabeanan lengkap,
jelas, dan masih berlaku.



1.4 Menerbitkan Bukti Pengembalian Permochonan Registrasi Kepabeanan
(BC-RK.02) dalam hal salinan dokumen Registrasi Kepabeanan tidak
lengkap, tidak jelas, atau tidak berlaly,

1.5 Meneruskan hasil penelitian kelengkapan isian formulir dan salinan
dokumen kepada Kepala Seksi secara manual.

Kepala Seksi :

2.1 Menerima data isian formulir dan salinan dokumen Registrasi
Kepabeanan dan hasil penelitian oleh Analis Registrasi Kepabeanan
secara manual,

2.2 Melakukan penelitian administrasi terhadap kesesuaian data isian
formulir dan salinan dokumen Registrasi Kepabeanan secara manual,

2.3 Menyampaikan usulan persetujuan atau penolakan permohonan
Registrasi Kepabeanan kepada Kepala Subdit secara manual

2.4 Menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan [BC-
RK.04) secara manual, dalam hal isian registrasi tidak sesuai dengan
salinan dokumen yang dilampirkan, salinan dokumen tidalk jelas, tidak
lengkap, dan/atau tidak berlaku.

Kepala Subdirektorat

3.1 Menerima data isian formulir dan salinan dokumen Registrasi

Kepabeanan dan usulan persetujuan ateu penolakan Kepala Seksi
Secara manual.

3.2 Melakukan penelitian kewajaran terhadap hasil penelitian administrasi
isian Registrasi Kepabeanan secara manual,

3.3 Menerbitkan Surat Penclakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-

RK.04) secara manual dalam hal permohonan Repgistrasi Kepabeanan
ditolak,

3.4 Mencrbitkan Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-
RK.03) dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan disetigjui.

Pengelola Hasil Registrasi Kepaheanan

4.1 Mencetak Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-
RK.03) secara manual.

4.2 Mengirim Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-
RK.03) ke Pengguna Jasa Kepabeanan melalui Jasa pengiriman surat.



3. Petugas Perekam Data Registrasi Kepabeanan

Dalam hal Portal INSW dan Portal DJBC telah kembali normal, menginput
data permohonan Registrasi Kepabeanan secara manual yvang telah disetujui
ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Salinan sesuai dengan aslinya
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